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ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE THE IMPLEMENTATION OF
PROSPEROUS RICE PROGRAM (PROGRAM RASTRA) POLICY IN
BULUNGAN DISTRICT, NORTH KALIMANTAN PROVINCE

SUMAENAH

nanakaltara@gmail.com
Post-Graduate Program of Universitas Terbuka

This study was conducted 1o find out and analyze the factors that influence the
results of the Prosperous Rice Program (Rastra) Implementation Policy and
analyze the efforts of the Bulungan District (Government to solve the inhibiting
Jactors for the results of the Rastra Program policy implementation in Bulungan
District. This study uses a framework of thought by adopting the concept of George
C. Edward, Daniel A. Mazmanian and Paul Sebatier. This study uses a qualitative
und descriptive approach with the research sources consisting of main informants
and supporting informants. The method used is a data collecting carried out by
interview, observation and documentation inethodology. The Data analysis used is
a triangulation analysis. This study shows the results of the implementation of
Rastra policy in Bulungan District has the support of the Bulungan District
Government, which made the The highest retail price (HET) for the Beneficiary
Family (KPM) become free, but the implementation is not optimal yet. This is
because there are still deficiencies in the implementation process which include the
right target, right amount, on time and right quality. Factors that influenced the
results of the Rastra Program policy implementation problem emphasized on 4
(four) variables, namely: communication, bureaucratic structure, characteristics of
problems and environmental variables. The efforts made by the Regional
Government of Bulungan Regency on the inhibiting factors in the Results of the
Implementation of the Rastra Program policy in Bulungan Regency are ; (1)
Communication through increasing socialization to the community, (2) The
bureaucratic structure, The need of Standard operating procedure (SOP) and
improvement of the coordination of each related agencies (OPD) in Bulungan
Regency and Vertical agencies related to the implementation of the Rastra
Program, (3) Characteristics of the problem, the need for updating the data of the
Rastra Program Beneficiary Family to be right on target, (4) environmental
variables, the need 1o increase community capacity in understanding the Rasira
Program through socialization and counseling in order (o suppori the
implementation of the Rastra Program in Bulungan District.

Keywords: Policy, Implementation, Prosperous Rice Program
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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SUMAENAH

nanakaltara@gmail.com
Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi terhadap hasil Implementasi Kebijakan Program Beras
Sejahtera (Rastra) dan menganalisis usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah
Daerah kabupaten Bulungan terhadap faktor-faktor penghambat dalam hasil
implementasi kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini
menggunakan kerangka pemikiran dengan mengadopsi konsep George C. Edward
I dan Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber penelitian terdirt dari informan
utama dan informan pendukung. Metode yang digunakan adalah metode
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentas.
Analisis data yang digunakan adalah  analisis triangulasi. Penelitian im
menunjukkan Hasil Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, yaitu
menganggarkan Harga Tebus Rastra (HTR) gratis untuk KPM, namun
pelaksanaannya dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan masih terdapat
kekurangan pada proses pelaksanaannya yang meliputi tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap
hasil implementasi kebijakan Program Rastra penekanan permasalahan
dititkberatkan pada 4 {(empat) variabel yaitu: komunikasi, struktur birokrasi,
karakteristik masalah dan variabel lingkungan, Usaha-usaha yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan terhadap faktor-faktor penghambat dalam
Hasil Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan yaitu : (1)
komunikasi melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, {2) struktur
birokrasi perlunya penyusunan SOP dan peningkatan koordinasi OPD Kabupaten
Bulungan dan instansi vertikal terkait pelaksanaan Program Rastra, (3} karaktenstik
masalah perlunya pemutakhiran data penertma KPM Program Rastra agar tepat
sasaran, (4) variabel lingkungan perlunya peningkatan kemampuan masyarakat
dalam pemahaman terhadap Program Rastra melalui sosialisasi dan penyuluhan-
penyuluhan agar mendukung kebijakan implementasi Program Rastra di Kabupaten
Bulungan,

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Program Beras Sejahtera
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian
1. Profil

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian
Utara Pulau Kalimantan mempunyai luas 18.010,50 km?, terletak antara
116°04°41" sampai dengan 117°57°56” Bujur Timur dan 2°09°19”
sampat dengan 3°34°49” Lintang Utara.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun
2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Utara maka Luas Kabupaten Bulungan menjadi 13.181,9
km’.

Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau yang dialiri
puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan
yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tebing terjal dan
kemiringan yang tajam.

Adapun batas-batas Kabupatcn Bulungan, sebelah Utara
berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan,
sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan,
sebelah Sclatan berbatasan dengan Kabupaten Berau (Provinsi
Kalimantan Timur) dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Maliﬁau.

Kabupaten Bulungan meliputi 10 (sepuluh) wilayah administrast,

yaitu Kecamatan Pcso, Kecamatan Peso Hilir, Kecamatan Tanjung
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Palas, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kecamatan Tanjung Palas
Utara, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kecamatan Tanjung Selor,
Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Sekatak dan Kecamatan
Bunyu.‘Untuk data jumlah desa/kelurahan berdasarkan luas wilayah
menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
BANYAKNYA DESA/KELURAHAN DAN LUAS WILAYAH -
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2015

NO Kecamatan Luas Wilayah Jumlah
% Desa
Km* o
(1) (2) 3) 4) (5)
P | peso 3142,79 23,84 10
2 Peso Hilir 1%639,71 12,44 6
3 Tanjung Palas 1755,54 13,31 g
4 Tanjung Palas Barat 1064,51 8,08 >
> Tanjung Palas Utara 806,34 6,12 6
6 Tanjung Palas Timur 1277.81 9,69 8
7 Tanjung Selor 671,17 314 ?
8 Tanjung Palas Tengah 624.95 474 3
9 Sekatak 1993,98 15,13 22
10 1 198,32 1,50 3
Bunyu
Jumlah 2015 13181,92 100,00 81

Sumber : Data Pembangunan K abupaten Bulungan Tahun 2016
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Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan untuk tahun 2015 tercatat
sebesar 138.227 jiwa. Adapun pola persebaran penduduk Kabupaten
Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah, tercatat untuk
kepadatannya adalah berkisar antara 1,39 jiwa’km2 (Kecamatan Peso)
sampai 72,65 jiwa’km?2 (Kecamatan Tanjung Selor). Untuk data jumlah
penduduk. kepadatan penduduk dan rata-rata penduduk per keluarga
menurut kecamatan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
JUMLAH PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK DAN
RATA-RATA PENDUDUK PER KELUARGA TAHUN 2015

Jumlah
Kepadatan | Rata-rata
No | Kecamatan I -5ec g juarga | Penduduk | Penduduk/ | Penduduk/
(Jiwa) Jiwa’km? | keluarga
1 Peso to | 1059 4364 1,39 4,12
2 Peso Hilir 6 | 1069 4365 2,66 408
3 . 9 |4209 16416 9,35 3,90
Tanjung Palas
4 Tanjung Palas 5 11777 7139 6,71 4,02
Barat
5 : 6 | 2975 10885 13,50 3,66
Tanjung Palas
Utara
6 . 8 |[3073 12771 10,00 4,16
Tanjung Palas
Timur
7 . 9 112199 49242 72,65 4,04
Tanjung Selor
8 i 3 2789 10550 16,88 3,78
Tanjung Palas
Tengah
9 Sekatak 22 12319 9767 4,90 421
10 3 3339 12278 64,18 3,81
Bunyu
Jumiah 81 138227 10,47 3,97

Sumber :Data Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2016
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2, Gambaran Umum Program Rastra di Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Kalimantan Utara penerima Program Beras Sejahtera (Rastra) tahun

2017. Program Rastra bertujuan mengurangi beban pengeluaran KPM

melalul pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

Manfaat Program Beras Sejahtera adalah:

a

ao

Peningkalan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima
Manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan
penanggulangan kemiskinan,

Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD),
maupun ekonomt (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

Stabilisasi harga beras di pasaran,

Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan
menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg atau
sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok
pangan nasional.

Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Bulungan sangat mendukung Program

Beras Sejahtera Sesuai dengan Visi Pembangunan Kabupaten

Bulungan yaitu : Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat

Pangan Berbasis I[ndustri dengan Misi Pembangunan Kabupaten

Bulungan Tahun 2016-2021 antara lain :

a.
b.

Mewujudkan kabupaten sebagai salah satu pusat pangan nasional.
Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing
tinggi.

Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong
percepatan  pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah,
wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan
antar wilayah.

Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalut
pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan periuasan
lapangan pekerjaan serta penerapan teknologi maju berbasis
agribisnis.
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e.  Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan
sejahtera.

f.  Reformasi birokrasi dan revitalisast lembaga-lembaga
pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan
dan profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.
Berdasarkan uraian Misi Pembangunan Kabupaten Bulungan

diatas maka Program Beras Sejahtera (Rastra) selaras dengan misi yaitu

mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan sejahtera.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 246/K-

IV/140 Tahun 2017 tentang Pagu Keluarga Pencrima Manfaat (KPM)

Beras Sejahtera Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2017, maka

jumlah Pagu Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera menurut

kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.3
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Tabel 4.3
JUMLAH PAGU KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BERAS SEJAHTERA MENURUT KECAMATAN TAHUN 2017

Jumlah Pagu
Ne Kecamatan J}L;r;ﬁh Pagu 1 bulan Pagu
(15kg) 1 tahun
1 4695 56340
Peso 313
2 4995 59940
Peso Hilir 333
3 8065 97020
Tanjung Palas 539
4 . 5145 61740
Tanjung Palas Barat 343
5 . 5280 63360
Tanjung Palas Utara 352
6 T{anjung Palas 498 7470 89640
Timur
7 11655 139860
Tanjung Selor 777
8 | Tanjung Palas 419 6285 75420
Tengah
9 _ 8835 106020
Sekatak 589
10 1575 18500
Bunyu 105
4268 64020 768240
Juml]ah

Sumber Data : Laporan Program Rastra Kab. Bulungan Tahun 2017
Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Tanjung Selor
mendapatkan alokasi pagu terbesar sebanyak 139.860 kg dengan 777
KPM, sedangkan Kecamatan Bunyu mendapatkan alokasi pagu terkect!
18.900 kg dengan 105 KPM. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi
tingkat kescjahtcraan masyarakat di Kecamatan Tanjung Selor masih

tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.
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B. Hasil dan Pembahasan
1. Impiementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara

a.  Dasar Hukum
Dasar hukum Program Rastra di Kabupaten Bulungan mengacu

pada;

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587},

3} Undang-Undang Nomor |8 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017,

4)  Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5680);

5}  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penangpulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 201} 5 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahur 2010 tenlang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;
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6)  Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan
Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka
Ketahanan Pangan Nasional;

7)  Instruksi Prestden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

8)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Kabupaten/Kota;

b.  Implementasi Program Rastra
Sasaran program Rastra di Kabupaten Bulungan banyak 4.268

KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran

beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Program Rastra

telah diimplementasikan di Kabupaten Bulungan yang tersebar di 10

(sepuluh) kecamatan, 81 (detapan puluh satu) kelurahan/desa.
Program Rastra yang dimplementasikan di Kabupaten Bulungan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam

Pedoman Umum Program Rastra 2017 yaitu tepat sasaran, tepat

jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat kualitas, namun pada

pelaksanaannya belum cptitnal. Sesuai hasil wawancara dengan dengan

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten

Bulungan sebagai berikut:

“ Terdapat KPM Rastra di Kabupaten Bulungan yang tidak tepat
sasaran, pembagian Rastra yang tidak tepat jumlah karena dibagi

rata, keterlambatan distribusi Rastra, kulitas beras yang kurang baik
dalam penyalurannya. Sedangkan untuk Harga Tebus Rastra (HTR)
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gratis bagi KPM di Kabupaten Bulungan (hasil wawancara pada
tanggal 19 Januari 2018),

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

“ KPM Rastra di Kabupaten Bulungan berdasarkan ketentuan Rastra
hanya diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam Daftar
Penerima Manfaat Rastra {DPM-1) sesuai data By Name By
Addres (BNBA) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan RI. Data BNBA yang digunakan terdapat data yang
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, terdapat KPM Rastra
yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan perubahan status
vang sudah tidak layak/layak mendapatkan Rastra. Berdasarkan
ketentuan jumlah beras Rastra yang merupakan hak KPM sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/KPM/bulan. Hal
tersebut disebabkan data yang tidak tepat sasaran, sehingga yang
tidak termasuk Daflar Penerima Manfaat Rastra (DPM-1)
menginginkan juga Rastra. Menyikapi hal tersebut untuk
menghindari kecemburuan sosial maka beras Rastra dibagi rata
kepada yang menginkan Rastra. Penyaluran Rastra sering dirapel
setiap bulannya, berdasarkan ketentuan waktu  pelaksanaan
distribusi beras kepada KPM sesuai dengan rencana distribusi
Rastra yang disalurkan setiap bulan. Hal tersebut disebabkan
kurangnya sumber daya, kondisi geografis Kabupaten Bulungan
serta panjangnya birokrasi penyaturan Rastra yang melibatkan
Pemerintah Pusat,Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan pelaksana
Distnbusi. Tidak terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuat
dengan kualitas beras BULOG, hal tersebut disebabkan karena
faktor geografis dan cuaca di Kabupaten Bulungan yang sebagian
besar menggunakan jalur sungai serta penjangnya birokrasi sampai
Rastra di tenma KPM, hal ini disebabkan Program Rastra
melibatkan Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai
pelaksana distribusi, mengakibatkan beras terlalu lama disimpan
digudang sehingga kualitas Rastra kurang baik (hasil wawancara
dengan Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD pada tanggal 19 Januar 201 8).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

*“ Pembagian Rastra yang tidak tepat jumlah karcna dibagi rata, hal
tersebut disebabkan karena KPM Rastra sebagai penerima dan yang
tidak menerima mempunyai taraf bidup yang sama, apabila yang
terdaftar sebagai KPM menerima Rastra, hal tersebut akan
menimbutkan kecemburuan sosial dan merasa dibeda-bedakan,
keterlambatan distribusi Rastra dan terkadang dirapel salah satu
penyebab kulitas beras yang kurang baik, (hasil wawancara dengan
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Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso
Hilir pada tanggal 24 januari 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:
“ Kami menerima Rastra tidak setiap bulannya, biasanya untuk
beberapa bulan sekaligus, dan terkadang kualitas beras yang kami
terima kurang baik (hasil wawancara dengan KPM Kec. Peso Hilir
pada tanggal 24 Januari 2018).

Pemenintah Daerah Kabupaten Bulungan mengalokasikan anggaran

untuk mendukung Program Rastra setiap tahunnya. Berdasarkan hasil

wawancara dengan kepala DPMD Kabupaten Bulungan sebagai

berikut
“Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalokasikan anggaran untuk
Program Rastra melalut DPA DPMD Kabupaten Bulungan,
anggaran yang dialokasikan untuk HTR gratis sebesar Rp. 1.600/kg
dan subsidi ongkos angkut dan jumlah pagu Rastra di Kabupaten
Bulungan sebanyak 768.240 kg. HTR gratis sangat membantu bagi
KPM, dalam hal ini KPM tidak berkewajitban membayar Rastra
sebesar Rp. 1.600/K g(hasil wawancara pada tanggal 19 Januari
2018).

Berdasarkan uratan di atas dapat disimpulkan bahwa Program
Rastra telah diimplementasikan di Kabupaten Bulungan dan
Pemerintah Kabupaten Bulungan mendukung Program Rastra dengan
mengalokasikan anggaran pada APBD untuk HTR gratis dan subsidi
ongkos angkut sebesar Rp. 1.600 /kg berdasarkan pagu Rastra di
Kabupaten Bulungan, namun pada pelaksanaannya belum optimal,

masih terdapat kekurangan pada proses pelaksanaanya yang meliputi

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas.
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2,  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan
Utara.

Hasil informasi dari sumberdata para informan dalam penelitian ini,
bahwa faktor-faktor yang memepengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan, sesuai dengan
kerangka berpikir pada gambar 2.1 halaman 50, dilihat dari aspek
teoritis yang dikemukakan oleh George C.Edward HI dan Duaniel A.
Mazmanian & Paul Sabatier , adalah sebagai berikut:
Faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan implementasi
menurut George C. Edward 11l yaitu
a. Komunikasi
Penelitian mengenai Implementasi Program Rastra di Kabupaten
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, faktor komunikasi akan
dturaikan lebih lanjut :
1)  Transmisi
Aspek transmisi dalam implementasi Program Rastra di

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dilihat dan proses
sosialisasi. Kurang epektifnya sosialisasi Program Rastra yang
dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara dan DPMD Kabupaten Bulungan. Berikut hasil
pernyataan wawancara terkait permasalahan di atas:

* Pemerintah Kabupaten Bulungan melaksanakan sosialisasi

Program Rastra diwilayah Kabupaten Bulungan setelah Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sosialisasi dan peluncuran
Program Rastra Provinsi Kalimantan Utara (hastl wawancara dengan
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Kepala DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 19 Januan
2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

** Dalam hal ini Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan oleh
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
selaku sekretariat Tim Koordinasi Program Rastra Provinsi
Kalimantan Utara, dengan mengundang Tim Koordinasi Program
Rastra Provinsi Kalimantan Utara dan Tim Koordinasi Program
Rastra Kabupaten/Kota se-Kaltara, yang dilaksanakan pada bulan
Apnl 2017 di Tarakan (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

Pernyataan di atas dipertegas dengan wawancara berikut:

*“ Acara sosialisasi sckaligus Peluncuran Program Rastra Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017. Nara Sumber kegiatan Saosialisasi
Program Rastra Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) orang
yang berasal dari Kementerian K oordinantor Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Kementerian Republik Indonesia dan berasal dari
Bappenas, berdasarkan Undangan Sosialisasi Program Rastra
Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017. Narasumber dari
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia selaku Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera
Pusat berhalangan hadir, dikarenakan tugas yang tidak dapat
ditinggalkan, narasumber hanya dari Bappenas yang menyampaikan
materi sosialisasi, sehingga peserta yang hadir acara sosialisasi tidak
dapat menerima materi sostafisasi Program Rastra maksimal.
Selanjutnya Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan
Tahun 2017 melaksanakan Rapat koordinasi Program Rastra dengan
mengundang anggota Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten
Bulungan yang dilaksanakan pada bulan Meir 2017 di Tanjung Selor.
Sosialisasi Program Rastra dilaksanakan disetiap Kecamatan
sebelum penyaturan Rastra, sosialisasi dilaksanakan 1 (kali) di
setiap kecamatan di Kabupaten Bulungan, dengan melibatkan
anggota Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan
Sosialisast Program Rastra hanya dilaksanakan di Kota kecamatan
di Kabupaten Bulungan (Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya
Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD pada tanggal 22
Januari 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:

“ Sosialisasi Program Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi
Program Rastra kabupaten Bulungan di Kantor Kecamatan, Nara
sumber berasal dari Tim Koordinasi Program Rastra kabupaten
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Bulungan. Sosialisasi Program Rastra dihadiri Anggota Tim
Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan yang berasal dari
DPMD Kabupaten Bulungan, Bappeda dan Litbang Kabupaten
Bulungan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulungan, Perum
BULOG Subdivre Tarakan dan kepala Gudang BULOG Tanjung
Selor. Untuk peserta sosialisasi dihadiri aparatur kecamatan dan
desa, Ketua RT, Keluarga Penerima Manfaat Rastra (KPM),
sebagian kecil saja yang menghadiri Sosialisasi Program Rastra,
dikarenakan pekerjaan KPM sebagian besar petani, pekebun dan
lainnya bekerja di Perusahaan Perkebunan, serta kondisi gegrafis
dan desa ke kecamatan yang cukup jauh, salah satu faktor penyebab
Tim Koordinasi Program Rastra Kecamatan tidak melaksanakan
Sosialisasi Program Rastra ditingkat desa. (hasil wawancara dengan
Kasi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Peso
Hilir pada tanggal 24 Januari 2018)

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:

“ Dalam pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Subdivre Perum
BULQG Tarakan menghadin acara tersebut, sedangkan untuk acara
sosialisasi Program Rastra di Kabupaten Bulungan yang
diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bulungan, salah satu narasumbemya berasal dari Perum
BULOG Subdivre Tarakan (hasil wawancara dengan Kepala
Subdivre Perum BULOG Tarakan pada tanggal 26 Januan 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
* Telah dilaksanakan Sosialisasi Program Rastra tahun 2017 dan
hadir diacara Sosialisasi Program Rastra di Kecamatan ( hasil
wawancara aparat desa Long Tungu Kecamatan Peso Hilir
Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).
Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
“ Sosialisasi Rastra yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, saya
tidak datang, karena saya lagi dikebun/ladang yang tumayan jauh
(hasil wawancara dengan KPM Program Rastra Kecamatan Peso
Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).
Hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi program
Rastra telah dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bulungan selaku
sekretariat Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan,

untuk penyampaian informasi tentang sasaran program kepada Tim
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Koordinasi Program Rastra Kabupaten/Kecamatan, aparat desa dan
KPM. Sejalan dengan konsep komunikasi, dalam hal ini transmisi
bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan
suatu implementasi yang baik pula. Seringkah terjadi masalah dalam
penyaluran  komunikasi  yaitu adanya salah  pengertian
(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi
yang harus dialui dalam proses komunikasi, schingga apa yang
diharapkan terdirtorsi di tengah jalan sebagaimana dikemukakan oleh
Agustino (2016:137), dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi Program
Rasira Kabupaten Bulungan kurang efektif di dalam proses
pelaksanaannya. Hal ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan terhadap
komunikasi yaitu aspek transmisi untuk komunikasi yang baik.
2) Kejelasan

Pertemuan pelaksana Program Rastra merupakan media
penyampaian informasi tentang Rastra. Sesuai hasil wawancara dengan
tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan yang menyatakan
bahwa:

e

Dilaksanakan pertemuan melalut sosialisasi yang sekaligus
bertujuan penyampaian informast petunjuk teknis (Juknis) Program
Rastra yang disusun oleh Tikor Rastra Kabupaten Bulungan dan
Rapat Koordinasi (Rakor) yang bertujuan untuk monitoring evaluasi
pelaksanaan Program Rastra dimasing-masing kecamatan di
Kabupaten Bulungan sehingga data diidentifikasi permasalahan-
permasalahan atau kendala permasalahan pelaksanaan Program
Rastra ditahun sebelumnya (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan pada
tanggal 22 Januan 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
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“ Uniuk koordinasi dan mendapatkan perkembangan informasi
mengenal Program Rastra di Kabupaten Bulungan, sosialisasi dan
Rakor Program Rastra sangat penting dilakukan, pada rakor dapat
didengarkan permasalahan-permasalahan dan keluhan-keluhan dari
masing-masing pelaksana Program Rastra Kecamatan, walaupun
pada setiap Rakor tidak semua peserta dapat hadir, hasil sosialisasi
dan Rapat Koordinasi (Rakor) oleh Tim Koordinasi Program Rastra
Kabupaten Bulungan akan disampaikan pada pelaksana Program
Rastra di kecamatan (hasil wawancara Kepala Seksi Pemberdayan
Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan pada tanggai 22 Januari 2018).

Setelah dilaksanakan pertemuan sosialisasi dan Rapat Koordinasi
Program Rasftra Kabupaten Bulungan yang dihadiri oleh Tikor Program
Rastra Kabupaten Bulungan, hasil pertemuan akan disampaikan kepada
Bupati Bulungan, Tikor Rastra Provinsi Kalimantan Utara dan
pelaksana distribusi Program Rastra, hal ini dipertegas dengan
wawancara sebagai berikut :

* Hasil Sosialisasi dan penyamipaian Juknis Program Rastra
Kabupaten Bulungan, dan Rapat Koordinasi {Rakor} oleh Tim
Koordinast Program Rastra Kabupaten Bulungan, yang
disampatkan kepada pada pelaksana Program Rastra di kecamatan
sebagai dasar pelaksanaan Program Rastra, yang selanjutnya akan
disampaikan kepada pelaksana distribusi di desa (hasil wawancara
dengan Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Peso Hilir pada tanggal 24 Januari 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:

** Biasanya apabila ada bantuan Rastra diumumkan juga pada han
minggu di gereja, masyarakat pada bhan minggu tidak
keladang/kebun karcna waktunya ibadah. (hasil wawancara
dengan KPM Program Rastra Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada
tanggal 24 Januar 2013),

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
“ Informasi untuk pelaksanaan Program Rastra setiap tahunnya
disampaikan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pelaksana

Program Rastra di Kecamatan (hasil wawancara dengan aparat desa
I.ong Tungu Kecamatan Peso Hilir pada tanggal 24 Januari 2018).
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Hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk kejelasan
informasi tentang Program Rastra melalui sosialisasi yang
dilaksanakan setiap tahunnya sebanyak 1 (satu) kali dimasing-masing
kecamatan dan Rapat koordinasi (Rakor) Program Rastra Kabupaten
Bulungan yanp dilaksanakan hanya | (satu) kali dalam setahun
dilaksanakan diawal tahun pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan sejalan denpgan aspek komunikasi berkaitan dengan faktor
kejelasan bahwa komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan
harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigw/mendua
sebagaimana yang dikemukakan oleh Agustino (2016: 137), tetapi hal
tersebut menjadi masalah juga karena tujuan komunikasi kurang
tercapai. Hal ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan terhadap
komunikasi yaitu aspek kejelasan untuk menghindari informasi yang
salah dan tidak jelas.

3) Konsistensi

Yaitu kescragaman ukuran dasar dan tujuan. Adanya konsistensi
dalam pelaksanaan program akan memudahkan implementor dalam
pelaksanaan tugas dilapangan sehingga akan ditemukan kesatwan
pemahaman dalam pelaksanaan Program Rastra sampai ke tingkat
KPM. Sejak Program Rastra dilaksanakan di Kabupaten Bulungan,
banyak perubahan yang terjadi selama proses pelaksanaannya,
diantaranya sesuai hasil wawancara dengan Tim Koordinasi Program
Rastra Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

* Aturan atav mekanisme dalam pelaksanaan Program Rastra
mengalami perubahan, contohnya KPM Rastra pada tahun 2015
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adalah RTS (Rumah Tangga Sasaran), sedangkan pada tahun 2016-
2017 KPM Rastra adalah berdasarkan KK, (hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
* Terjadi banyak perubahan mekanisme penyaluran bantuan Rastra,
salahsatunya adalah istilah Program Raskin berubah menjadi
Program Rastra sejak tahun 2017, dan mekanisme pergantian DPM-
Rastra yang mengalami perubahan dari tahun sebelumnya (hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya
Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kabupaten
Bulungan pada tanggal 22 Januan 2018).
Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
“ Aturan pelaksanaan Program Rastra mengalami beberapa
perubahan dalam proses pelaksanaannya, pada saat sosialisasi yang
dilaksanakan di Kecamatan Peso Hilir di Kabupaten Bulungan
disampaikan secara umum, walaupun pada pelaksanaannya
perubahan-perubahan yang disampaikan belum dijelaskan secara
terperinci sehinga kurang dimengerti dan karena keterbatasan waktu
dan ketidakhadiran perserta sosialisast (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan K esejahteraan Rakyat Kecamatan
Peso Hilir pada tanggal 24 Januari 2018).
Hasil uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk aturan atau
mekanisme tentang Program Rastra mengalami perubahan pada proses
pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Bulungan sejalan dengan
konsep komunikasi berkaitan dengan aspek konsistensi adalah perintah
yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten
dan jelas untuk ditetapkan atau dyalankan sebagaimana yang
dikemukakan oleh Agustino (2016: 138), tetapi hal tersebut menjads
masalah juga apabila tujuan komunikasi kurang tercapai, perubahan-

perubahan aturan dan tujuan yang teradi tidak dapat diterima dengan

baik pada proses komunikasi.

73

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf
Berdasarkan urzian tentang faktor yang mempengaruhi implementasi
dengan 3 (tiga) aspek komunikasi di atas dapat diketahui bahwa
implementasi akan berjalan epektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu pelaksana kebijakan
Program Rastra sechingga dapat diterima dengan baik oleh pelaksana
distribusi dan kelompok sasaran, dalam hal ini aspek transmisi melalui
sosialisasi, namun pelaksanaannya kurang epektif. Hal ini sejalan
dengan faktor-faktor penentu implementasi kebijakan  menurut
Agustino (2016:161) pada aspek sosialisasi bahwa yang dapat
digunakan untuk menilai epektif tidaknya suatu implementasi
kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi
merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan peibagai hal yang
akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang
diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan
kebijakan bisa jadi tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan penelitian
terdahulu “Implementas: Program Beras Miskin (Raskin) tahun 2015 di
Kelurahan Pringsewu DBarat Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu” dinyalakan bahwa aspek komunikasi belum berjalan baik,
pada poin transmisi pesan belum sepenuhnya sampai kedaerah.
b.  Sumber daya
1)  Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf
atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi

dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh
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staf/pegawai yang tidak cukup memadai, atau tidak kompoten dalam
bidangnya. |

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan sebagai
berikut:

“ Terjadi perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah DPMD
Kabupaten Bulungan sebagai pelaksana Program Rastra serta
mutasi pejabat struktural yang sebelumnya termasuk dalam Tim
Koordinasi Program Rastra tahun sebelumnya, schingga sebagian
pelaksana Program Rastra Kabupaten Bulungan yang melekat pada
jabatan struktural merupakan personil bary

“ Adanya keterlambatan distribusi dikarenakan faktor staf yang
kurang memadat yaitu proses terkait dengan administrasi di kantor
karena membutuhkan proses yang panjang, hal ini sangat
mempengaruhi kualitas beras karena terjadi penumpukan di dalam
gudang yang disebabkan keterlambatan dalam penyaluran ke KPM
{hasil wawancara pada tanggal 22 Januan 2018).

Dengan adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah maka

Tim Koordinasi pelaksana Program Rastra juga akan mengalami

perubahan dalam susunan keanggotaannya.

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
* Struktur Organisasi Perangkat Daerah DPMD  Kabupaten
Bulungan mengalami perubahan selain itu juga ada mutasi pejabat
strukutural yang menjadi pelaksana Program Rastra (hasil
wawancara Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya Masyarakat Desa
dan Usaha Ekonomi Desa DPMD K abupaten Bulungan pada tanggal
22 Januan 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
“ Terjadi pergantian pejabat Kasubdivrc Perum BULOG Tarakan
sebanyak 3 (tiga) kali dalam ! tahun pada tahun 2017 yang
disebabkan mutasi dan pejabat memasuki masa pensiun (hasil
wawancara dengan Kepala Subdivre Perum BULOG Tarakan pada
tanggal 26 Januari 2018)

Hasil pernyataan di atas, dipertcgas dengan wawancara berikut:
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“ Terjadi mutasi pejabat struktural pada Kantor Kecamatan Peso
Hilir pada tahun 2017 dan tidak ada staf pada seksi Sosial Ekonomi
dan Kesejahteraan Rakyat yang menangani pclaksaanaan Program
Rastra di Kecamatan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial
Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Peso Hilir pada
tanggal 24 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat kekurangan staf pada
pelaksanaan Program Rastra sejalan  dengan aspek staf bahwa
kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-
satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,
mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya sebagaimana
dikemukakan Agustino (2016:138). Adapun Upaya untuk mengisi
kekosongan staf pada seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kantor Kecamatan Peso Hilir ditindaklanjuti dengan diajukannya
surat ke BKD Kabupaten Bulungan untuk penambahan staf di Kantor
Kecamatan Peso Hilir dan belum ada penambahan staf sampai
sekarang.
2)  Informasi
Informasi dalam implementasi kebijakan berupa informasi yang
berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan kepatuhan para
pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah
ditetapkan.
“ Aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kabupaten Bulungan berdasarkan Pedoman Umum (Pedum)
Program Rastra yang disusun oleh Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik
Indonesia, Pemerntah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Tim
Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan menyusun
Petunjuk Teknis Program Rastra kabupaten Bulungan berdasarkan

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra Provinsi Kalimantan
Utara {(hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
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Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari
2018).

Hasii pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
* Petunjuk Teknis Program Rastra Kabupaten Bulungan disusun
setiap tahun berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program
Rastra Provinsi Kalimantan Utara dan kondisi daerah setempat
(hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya
Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kabupaten
Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

Hasil pemyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
*“ Petunjuk Teknis (Juknis) Program Rastra Kabupaten Bulungan
sebagai dasar pelaksanaan Program Rastra bagi pelaksanaan
Program Rastra di Kecamatan/Desa (hasil wawancara dengan

Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan K esejahteraan Rakyat Kecamatan
Peso Hilir pada tanpgal pada tanggal 24 Januari 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
* Perum BULOG Subdivre Tarakan selaku penyedia beras sejahtera
untuk KPM Rastra di Kabupaten Bulungan akan menyalurkan rastra
sesuai ketentuan di Petunjuk Teknis Program Rastra Kabupaten
Bulungan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Harga Pasar,
Pengadaan dan Pelayanan Publik Perum BULOG Divre Tarakan
pada tanggal 26 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat distmpuikan bahwa buku
Pedoman Umum DProgram Rastra, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
Program Rastra dan Petunjuk Teknis (Juknis) program Rastra
merupakan panduan wajib bagi pelaksana Program Rastra. Selain itu
juga informasi lainnya dapat diperoleh melalui kegiatan rapat
koordinasi dan bimtek yang dilaksanakan olch Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara sejalan dengan aspek informasi dalam implementasi
kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi

yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua,

informasi mengenai data kepatuhan dani para pelaksana terhadap
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peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan (Agustino

2016:138). Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bulungan telah

menyusun petunjuk teknis Program Rastra Kabupaten Bulungan

sebagai cara untuk melaksanakan kebijakan dengan harapan para

pelaksana Program Rastra patuh terhadap peraturan yang telah

ditentukan,

3) Wewenang

Penggunaan wewenang yang memadai sangat penting dalam

implementasi kebijakan yang epektif. Hal ini menjadi sangat penting

ketika mekanisme pelaksanaan melibatkan berbagai unit pelaksana dan

dan berbagai tingkatan organisasi.

Berdasarkan kondisi di atas berikut hasil wawancara adalah:
“ Program Rastra merupakan program nasionat, wewenang dimiliki
oleh Kementenan Sosial Republik Indonesia misalnya dalam
menentukan Keluarga Penenma Manfaat Rasira (KPM)
Kab/Kota/Provinsi se-Indonesia, Penetapan pagu Program Rastra
Kab/Kota/Provinsi se-Indonesia ditetapkan oleh Kementerian
Koordimator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari
2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
* Gubernur K alimantan Utara menetapkan SK Pagu Program Rastra
Kabupaten /Kota se-Kalimantan Utara berdasarkan Surat penetapan
Pagu Rastra Provinsi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, SK Pagu Rastra
Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar pembuatan SK Pagu Rastra
Kabupaten Bulungan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonom: Desa
DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

Pernyataan di atas, ditambahkan wawancara berikut:
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“ Perum BULOG Subdivre Tarakan mempunyai wewanang dalam

hal menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok

masyarakat berpendapatan rendah (hasil wawancara dengan Kepala

Subdivre Perum BULOG Tarakan pada tanggal 26 Januari 2018),
Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran Program Rastra
merupakan wewenang dari pusat sampai kedacrah yaitu Kementerian
Sosial RI, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan RI, Pemenntah Provinst Kalimantan Utara, Pemerintah
Kabupaten Bulungan dan Perum BULOG sejalan dengan aspek aspek
yang memepengaruhi implementasi menurut Agustino (2016:139)
bahwa pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah
dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas
atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan
yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka
kekuatan para implementor di mata pubiik tidak dilegitimasi, sehingga
dapat menggagalkan implementasi kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Bulungan melaksanakan Program Rastra berdasarkan
wewenang yang telah ditetapkan.
4)  Fasilitas

Fasilitas dalam hal ini adalah keterscdiaan sarana dan prasarana

untuk menunjang implementasi Program Rastra. Fasilitas yang ada
masih dianggap belum cukup  mendukung  Program Rastra di
Kabupaten Bulungan. Hal ini tertuang dalam wawancara sebaga
berikut:

“ Fasilitas sarana pendukung Program Rastra dirasakan masih

kurang adalah alat transportasi, untuk kecamatan-kecamatan di
kabupaten Bulungan sebagian ada yang menggunakan transportasi
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darat dan sebagian hanya bisa menggunakan iransportasi air karena
dikarenakan kondisi geografis, menggunakan alat transportasi air
harga relatif mahal karena menggunakan BBM dan terbatasnya
jumlah alat transportasi, selain itu kurangnya prasarana pendukung
Program Rastra adalah sebagian besar kecamatan-kecamatan di
Kabupaten Bulungan belum tersedia gedung penyimpanan beras
dan fasiitas listrik dari PLN, dan hanya mengandalkan Genset dan
PLTS (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayan
Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

Hasil pernyataan di atas, hal yang sama dipertegas dengan pendapat
yang kurang lebih sama dengan pemyataan diatas wawancara berikut:
Kurangnya sarana pendukung alat transportasi dan prasarana
listrtk meyebabkan aparat kecamatan kurang maksimal
melaksanakan tugasnya selaku pelaksana di Kecamatan dalam hal
administrasi dan monitoring Program Rastra didesa, sedangkan
kurangnya prasarana gedung khusus penyimpanan beras
menyebabkan beras yang belum didistribusikan ke KPM sedikit
mengalami kerusakan, beras Rastra belum didistribusikan karena
KPM tidak berada ditempat dikarenakan karena sedang bekerja
ditempat dan daerah lain (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Peso Hilir
pada tanggal 24 Januarn 2018).
Berdasarkan wawancara di atas diperoleh kesimpulan bahwa sarana
dan prasarana pendukung Program Rastra masih terdapat kekurangan
dalam pelaksanaannya, yang menyebabkan implementasi Program
Rastra di Kabupaten Bulungan belum maksimal. Hal ini sejalan
dengan aspek yang mempengaruhi implementasi menurut Agustino
(2016:139) yang berkaitan dengan fasilitas bahwa fasilitas fisik
merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan
kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan

prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhastl,

tetapi hal tersebut menjadi masalah karena tujuan implementasi tidak
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tercapai. Hal ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan
prasarana dan sarana yang mendukung implementasi Program Rastra,

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor yang mempengaruhi
implementasi dengan 4 (empat) aspek sumberdaya dapat diketahui
bahwa implementasi akan berjalan epektif apabila didukung SDM
memadai dan berkompeten, informast melaksanakan kebijakan,
wewenang melaksanakan tugasnya dan ketersediaan fasilitas
pendukung. Hal int sejalan dengan variabel yang mempengaruhi
kinerja implementasi menurut Van Meter Van Horn dalam Agustino
(2016:134) yang berkaitan dengan sumberdaya bahwa keberhasifan
proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber
daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan
implementasi, hal tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu
“Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) tahun 2015 di
Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu” dinyatakan bahwa aspek sumberdaya yakni SDM dari sisi
kualitas dan kuantitas sebagian besar memenuhi kualifikasi serta
fasilitas yang kurang mendukung.
¢.  Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk
mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika
ingin berhasil secara epektif dan efisien, para implementor tidak hanya

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai
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kemampuan untuk implementasi kebijakan, tetapi mereka juga harus

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini faktor disposisi akan diuraikan lebih lanjut dari

aspek:

1)  Efek Disposisi

Implementas: Program Rastra harus direkrut aparat pelaksana
yang memiliki kemauvan untuk bekerja keras, sehingga apapun
tantangan yang akan ditemuinya dilapangan dapat diatasi dengan suatu
komitmen untuk pencapaian tujuan Program Rastra. Berikut hasil
wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten Bulungan -

* Aparat pelaksana program Rastra di Kabupaten Bulungan sebagai
penentu keberhasilan Program Ratra di Kabupaten Bulungan,
diharapkan para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan program
Rastra dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan jabatannya, agar
tercapai tujuan Program Rastra (wawancara pada tanggal 19 Januari
2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
“Tidak semua pelaksana Program Rastra di Kabupaten Bulungan
sepenuhnya menjalankan kebijakan-kebijakan Program Rastra
karena beranggapan lebih mementingkan kepentingan warga
lainnya dengan azas kebersamaan dan bertujuan menghindari
konflik masyarakat. (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan pada
tanggal 22 Januari 2018)

Hasil pemyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:

* Pemerintah Daerah Kecamatan menyikapi sikap Pelaksana
kecainatan dan pelaksana distribusi di desa yang tidak melaksanakan
aturan dan ketentuan yang ditetapkan berpendapat bahwa hal
terscbut merupakan solusi terbaik di dalam menghadapi
permasalahan dalam Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat K ecamatan
Peso Hilir Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh bahwa para pelaksana
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Program Rastra diharapkan melaksanakan tugas yang dibebankan
dengan penuh rasa tanggung jawab, namun pada kenyataannya para
pelaksana tidak sepenuhnya menjalankan kebijakan—kebijakan
Program Rastra. Hal ini sejalan dengan dengan aspek-aspek yang
mempengaruhi implementasi menurut Agustino (2016:139) yang
berkaitan dengan efek disposisi bahwa disposisi atau sikap pelaksana
akan memmbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap
mmplementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan
kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi.
Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan
haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang
telah ditetapkan, lebih khuosus lagi pada kepentingan warga
masyarakat. Hal ini perlu pemahaman yang baik dan dedikasi agar
para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan Proram
Rastra.

2)  Pengaturan Birokrasi (Staffing the bureaucracy)

Implementasi kebijakan juga dilihat dalam hal pengaturan
birokrasi. Staf pelaksana yang memiliki kemampuan, kapabilitas dan
berkompetensi dalam birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan Program Rastra. Berikut hasil wawancara
dengan Kepala DPMD Kabupaten Bulungan :

“ Aparat pelaksana program Rastra di Kabupaten Bulungan
berdasarkan Tim koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan
yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Bulungan (wawancara pada
tanggal 19 Januari 2018).

Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
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Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan
beranggotakan dar Organisasi Perangkat Daerah OPD dan instansi
vertikal terkait pelaksanaan Program Rastra (hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januan 2018).

Hasil pemyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:

*“ Stat/Aparat Kecamatan termasuk anggota Tim Program Rastra
kabupaten Bulungan, yang selanjutnya Pemerintah Kecamatan akan
menetapkan SK Camat tentang pelaksana Program Rastra di
Kecamatan, vang selanjutnya kepala Desa akan menetapkan
pelaksana distribusi Rastra di tingkat desa (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan K esejahteraan Rakyat K ecamatan
Peso Hilir pada tanggal 24 Januari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa

pengangkatan birokrasi pelaksana berdasarkan jabatan/kedudukan

pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan instansi Vertikal
yang terkait dengan Program Rastra. Hal ini se¢jalan dengan dengan
aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi menurut Agustino

(2016:140) yang berkaitan dengan pengaturan birokrasi bahwa

implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan

birokrasi. Hal im merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf
dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan
kompetensinya. Hal ini berlaku pada penetapan anggota pelaksana

Program Rastra Kabupaten Bulungan yang ditetapkan berdasarkan

jabatan/kedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OFD) terkait

dan instansj vertikal yang terkait dengan Program Rastra dengan tujuan

agar pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Bulungan tercapai.

3y Insentif
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Berupa tunjangan sebagai bentuk penghargaan sebagai
konsekuensi dari hasil pekerjan yang dilaksanakan oleh setiap aparat
pelaksana tersebut. Hal ini tentunya semakin mendorong semangat dan
memperkuat komitmen dari aparat pelaksana dalam pelaksanaan
Program Rastra. Berikut hasil wawancara terkait pemyataan di atas:

“ Dianggarkan honorarium/insentif untuk Tim Koordinasi Program
Rastra Kabupaten Bulungan pada APBD Kabupaten Bulungan (hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).
Hastl pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
“ Belanja Honorartum Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten
Bulungan dianggarkan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarkat
dan Desa Kabupaten Bulungan tahun 2017 (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 22
Januarn 2018).
Hasil pernyataan di atas, dipertegas dengan wawancara berikut:
* Honorarium/insentif untuk pelaksana distribusi Rastra di desa
dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada DPMD
Kabupaten Bulungan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial
Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Peso Hilir pada
tanggal 24 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas telah dianggarkan
msentif/honorarium untuk pelaksana Program Rastra di Kabupaten
Bulungan. Hal ini sejalan dengan aspek-aspek yang mempengaruht
implementasi yang dikemukakan oleh Agustino (2016:140) bahwa
insentif merupakan salahsatu teknik yang disarankan untuk mengatasi
masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Pada dasarmmya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya

sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan
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mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara
menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi
faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah
dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan
pribadi atau organisasi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulungan
telah mangganggarkan insentif/honorarium untuk pelaksana Program
Rastra.

Berdasarkan wraian tentang faktor yang mempengaruhi
implementasi dengan 3 (tiga) aspek disposisi/sikap pelaksana yakni
efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif di atas dapat diketahui
bahwa implementasi kebijakan akan epektif apabila pelaksana
kebijakan memiliki dedikasi, pengangkatan staf yang sesuai
kapabilitas dan honorarium pelaksana. Hal ini sejalan dengan variabel
yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Meter Van
Horn dalam Agustino (2016:135) yang berkaitan dengan sikap atau
kecenderungan (Disposition) para pelaksana bahwa sikap penerimaan
atau penolakan dan pelaksana akan sangat banyak memepengaruhi
keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik, hal
tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu “Implementast
Program Beras Miskin (Raskin) tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu
Barat Kecamatan Pringsewu K abupaten Pringsewu” dinyatakan bahwa
aspek disposisi yakni kurang memperoleh dukungan sepenuhnya dan

aparatur.
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d.  Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-
pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan
eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata apa
yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan
tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya
dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu
kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
teralisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.
Dalam penelitian im faktor struktur birokrasi akan diuraikan lebih lanjut
dari aspek:

1} Standar Operating Procedures (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan menyatakan
sebagai berikut:

“ SOP belum ada dalam pelaksanaan Program Rastra. Untuk
pelaksanan Program Rastra hanya megacu Pedoman Umum
Program Rastra, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)}dan Petunjuk Teknis
(Juknis) Program Rastra Kabupaten Bulungan, dimulai dar
Penetapan Pagu Rastra dan KPM Kabupaten Bulungan. Berdasarkan
juknis Program Rastra, Data KPM Rastra berasal dari data by rame
by addres (BNBA) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial
Republik  bersumber dari PPLS 2015. Data disampaikan oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
RI kepada Gubernur/cq.Ketua Tikor Rastra masing-masing Provinsi,
selanjutnya Tikor Rastra Provinsi menyampaikan data tersebut
kepada Bupati/cq.Tikor Rastra Kabupaten Bulungan. Untuk
selanjutnya data BNBA KPM Rastra di sampaikan kepada Camat

se-Kabupaten Bulungan untuk di validasi. Pada BNBA terdapat data
KPM Rastra data penerima akibatnya banyak masyarakat yang
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seharusnya menerima Rastra tidak menerima (hasil wawancara pada
tanggal 22 Januan 2018),

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Untuk menghadapi kondisi tersebut dimungkinkan perubahan
DPM Rastra yang tidak didukung SOP, hanya berdasarkan juknis
sebagai berikut:

- Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui
Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan
Program Rastra.

- Melalui  Mudes/Muskel  ditetapkan  keluarga  yang
diganti/disalurkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk
kedalam DPM.

- Kelurga Peserta Program Keluarga Harapan harus mendapatkan
Rastra dan tidak oleh dikeluarkan dari DPM Rastra.

- KPM Rastra yang dapat diganti /dikeluarkan dari DPM adalah
KPM yang pindah alamat keluar desa’kel, KPM yang seluruh
anggotanya meninggal dan KPM yang ditai oleh Musdes/Muskel
sudah tidak layak scbagai penerima Rastra.

- Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM  pengganti
diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurangmampu.

Namun pada kenyataannya yang terjadi pada penyaluran Program
Rastra dibeberapa kecamatan, banyak juga yang menginginkan
Rastra, sedangkan Pagu Rastra yang tersedia tidak mencukupi yang
pada akhimya Rastra dibagi rata untuk menghindan kecemburuan
sosial antar sesama warga (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa
pelaksanaan Program Rastra tidak didukung oleh SOP. Pelaksanaan
Program Rastra hanya mengacu pada Pedum, Juklak dan Juknis
Program Rastra, proses yang dilakukan cukup panjang sampai
disalurkannya Rastra ke KPM. Hal ini sejalan dengan aspek-aspek
yang mempengaruhi implementasi yang dikemukakan oleh Winarno
bahwa SOP merupakan perkembangan dani tuntutan internal akan

kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam

organisasi kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP biasa
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digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai
sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana
dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk
menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang
kompleks dan tersebar luas, sehingpa dapat menimbulkan fleksibilitas
yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.
Berdasakan hasil penelitian George C. tdward !l] yang dirangkum
oleh Winarno (2012:161) menjelaskan bahwa:”SOP sangat mungkin
dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang
membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar
kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam
suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat
mmplementasi.” Disamping menghambat implementasi kebijakan SOP
juga mempunyai manfaat. Hal ini menjadi masalah apabila tujuan
implementasi tidak tercapai karena tidak didukung SOP. Untuk itu
sebaiknya perlu disusun SOP Program Rastra di Kabupaten Bulungan
sebagai petunjuk operasional dilapangan agar tujuan implementasi
Program Rastra tercapai.
2)  Fragmentas)

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melali DPMD
menyediakan fasilitas dan mengangparkan biaya pendampingan

sebapai dukungan terhadap Program Rastra di Kabupaten Bulungan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMD kabupaten
Bulungan disampaikan sebagai berikut:

“ DPMD Kabupaten Bulungan secbagat sekretariat Tim Koordinasi
Program Rastra, memfasilitasi rapat-rapat atau pertemuan serta
meyediakan dana operasional. Sesuai komitmen pemerintah daerah
pada Program Rastra, maka Pemenntah Daerah melalui DPMD
Kabupaten Bulungan mengganggarkan biaya operasional untuk
mendukung pelaksanaan Program Rastra (hasii wawancara pada
tanggal 19 Januan 2018)

Anggaran untuk biaya operasional Program Rastra dimaksudkan untuk
melaksanakan tugas tim pelaksana Program Rastra dalam penyediaan
informasi, sosialisasi, monitoring dan pembinaan diseluruh wilayah
Kabupaten Bulungan.

Mengenai tugas pelaksana Program Rastra Kabupaten Bulungan,
sesuali hasil wawancara dengan Kcpala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

* Tugas Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan
adalah melaksanakan koordinasi dan monitoring Program Rastra,
koordinasi antar anggota yang termasuk tim dan berbagai OPD
Kabupaten Bulungan yaitu: DPMD, Bappeda dan Litbang, Dinas
Sosial, Bagian Hukum Setda, Kecamatan se-Kabupaten Bulungan
dan Instansi vertical yaitu: BPS, Subdivre Perum BULOG Tarakan
yang terkait dengan pelaksanaan Program Rastra (wawancara
dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Koordinasi pclaksana Program Rastra dilaksanakan dalam bentuk
pertemuan atau rapat koordinasi untuk menyampaikan permasalahan
dalam pelaksanaan Program Rastra, koordinasi saat ini sclain
melalui pertemuan juga menggunakan media telepon (hasil
wawancara dengan Kepala Seksi  Pemberdayan Swadaya
Masyarakat Desa dan Usaha Ekeonomi Desa DPMD Kabupaten
Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

90

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf

“ Perum BULOG Dubdivre Tarakan selaku peyedia dan
pendistribusian  beras dari Gudang BULOG sampai keTitik
Distribusi {TD) yang telah disepakati, akan menyalurkan Rastra
setelah berkoordinasi dengan pelaksana Program Rastra di
Kecamatan tentang kesiapan peclaksana Rastra di Kecamatan,
kondisi geografis setempat apakah siap disalurkan atau ditunda
penyalurannya menunggu kondisi geografis dan cuaca yang baik di
Kecamatan (hasil wawancara dengan Kasubdivre Perum BULOG
Tarakan pada tanggal 26 Januari 2018).
Pernyataan d1 atas diperkuat dengan wawancara berikut:
“ Rastra yang disalurkan sampai ke Titik Distribusi (TD) selanjutnya
akan disampaikan oleh pelaksana Rastra di Kecamatan sampai ke
Titik Bagi (TB) (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial
Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Peso Hilir pada
tanggal 24 Januari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa
koordinasi antar pelaksana Program Rastra dari berbagai OPD
Kabupaten Bulungan dan instansi vertikal terjalin melalui rapat
koordinasi, walaupun pada pelaksanaan rapat koordinasi dirasakan
kurang epektif yang disebabkan hanya dilaksanakan 1 (satu) kali
dalam setahun, selain melalui rapat koordinasi, dilaksanakan
koordinasi antar pelaksana program Rastra dilaksanakan melalui
telepon, dan diantara pelaksana Program Rastra ada anggota yang
pasif. Untuk anggaran pelaksanaan Program Rastra tersedia dalam
hal penyediaan informasi, honorarium, sosialisasi, monitoring dan
pembtnaan untuk pelaksanaan Program Rastra Kabupaten Bulungan,
Hal ini sejalan dengan aspek-aspek yang mempengaruht implementasi
yang dikemukakan George C. Fdward 1] dalam Winamo (2012:209)

menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung

jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga
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memerlukan koordinasi.” Pada umumnya, semakin besar koordinasi
yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang
kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.
Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit
dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan  menimbulkan
konsekuensi  pokok yang merugikan  bagi keberhasilan
implementasi kebijakan. Ada beberapa hambatan yang terjadi
dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi
kebijakan publik (Winarno,2012:210) yaitu :

a.  Tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan
karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga
atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing
badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang,
maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam
berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

b. Pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan
menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunya:
fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu
akan berusaha mempertahankan esensinya dan  besar
kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang
membutuhkan perubahan.

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor yang mempengaruhi
implementasi dengan 2 (dua) aspek struktur birokrasi yakni Standar
Operating Procedures (SOP} dan penyebaran tanggung jawab suatu
kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memeriukan
koordinast (fragmentasi) di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Program Rastra tanpa menggunakan SOP dan koordinasi antar
pelaksana Program Rastra di Kabupaten Bulungan dinilai masth

kurang untuk pelaksanaan Program Rastra. Hal int s¢jalan dengan

variabel yang mempengaruhi kinerja timplementasi menurut Van
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Meter Van Horn dalam Agustino (2016:135) yang berkattan dengan
komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana bahwa koordinasi
merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan
komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses
implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil
terjadi; dan begitu pula sebaliknya. Hal tersebut juga sesuai dengan
penelitian terdahulu “Implementasi Program Beras Miskin (Raskin}
tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu” dinyatakan bahwa aspek struktur birokrast
dalam hal koordinasi di dacrah dan pelaksanaan SOP belum maksimal.

Menurut George C. Edward 1l dalam Agustino (2016-137)
terdapat 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap implementasi
vaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dalam
hal Implementasi Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara terdapat 2 (dua) titik berat permasalahan faktor
penghambat yang lebih utama dan ke 4 (empat) variabel tersebut yaitu
pada komunikasi (aspek transmisi) dan struktur birokrasi ( aspek SOP
dan fragmentast).

Menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul Sabatier  dalam
penelitian mengenai Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil
implementasi kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara, faktor-faktor yang mempengaruh hastl
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implementasi kebijakan Program Rastra akan diuraikan lebih lanjut
sebagai benikut:
a,  Karakteristik Masalah
1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
Masalah-masalah sosial relatif sulit dipecahkan, dalam hal ini seperti
kemiskinan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan
mempengaruhi mudah tidaknya suvatu program diimplementasikan
{Subarsono 2016:96).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial
Budaya Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan sebagai

benkut:

*“ Program Rastra merupakan salahsatu program untuk
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bulungan, permasalahan
yang dihadapi dalam penanganan kemiskinan cukup rumit,
salahsatunya adalah permasalahan data penerima Program Rastra
(wawancara pada tanggal 30 Januari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

* Pada pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Bulungan,
salahsatu permasalahan yang dihadapi adalah data penenma
Program Rastra (KPM), adanya KPM Rastra yang tidak tepat sasaran
yang mempengaruhi ketepatan waktu penyaluran Rastra, dan hal ini
menjadi permasalahan setiap tahunnya dalam Program Rastra.
Adapun permasalahan lain yang dihadapi dalam peclaksaan Program
Rastra adalah keterlambatan distribusi Rastra yang disebabkan
birokrasi yang panjang dan juga disebabkan kondisi geografis
Kabupaten Bulungan (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat & Desa DPMD Kabupaten Bulungan
pada tanggal 5 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berkut:
“ Data KPM tidak tepat sasaran disebabkan karena data yang kurang
akurat, data KPM Rastra berdasarkan data PPLS 2015 yang dikelola

oleh kementerian Sosial RI yanp selanjutnya disampatkan ke
Provinsi Kalimantan Utara dan diteruskan ke Kabupaten Bulungan,
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banyak data penerima Rastra yang tidak sesuai karena pindah
tempat, meninggal dunia atau sudah sejahtera (Hasil wawancara
dengan Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 7
Februari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, terdapat permasalahan data
penerima KPM Rastra yang tidak tepat sasaran yang disebabkan data
vang kurang akurat dan keterlambatan distribusi Rastra yang
disebabkan faktor struktur birokrasi, hal ini sejalan dengan aspek
tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Oleh karena
itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu
program diimplementasikan sebagaimana dikemukakan Subarsono
(2016:96). Program Rastra merupakan salahsatu program nasional yang
dilaksanakan di Kabupaten Bulungan dengan kesulitan teknis yang
dihadapi dalam proses pelaksanaannya
2)  Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
Suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila
kelompok sasarannya homogen. (Subarsono 2016:96).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial
Budaya Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan sebagai
bertkut:

“ Kelompok Sasaran dalam hal ini KPM berasal dari suku bangsa
dan agama yang berbeda. Penduduk Kabupaten Bulungan terdiri dart
suku asli yaitu, Bulungan, Tidung dan Dayak serta penduduk
pendatang yang terdin suku Bugis, Jawa, Melayu dan suku lainnya
yang tersebar di kabupaten Bulungan. Penduduk suku asli terkadang
masih mempertahankan kebudayaan yang menjadi tradisi yaitu
gotong royong dan masih mempertankan kebisaan-kebiasaan yang

sering dilakukan didaerahnya (wawancara pada tanggal 30 Januari
2018).
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Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

* Beras Rastra untuk KPM dengan ketentuan 15 Kg/KPM/Bulan, hal
tersebut terkadang tidak berlaku disemua Kecamatan di Kabupaten
Bulungan, hal ini disebabkan warga yang tidak termasuk KPM
Rastra juga menginginkan Rastra, untuk menghindari kecemburuan
social dan untuk kebersamaan masyarakat. Tradisi gotong royong
masyarakat desa apabila ada kegiatan-kegtatan yang dilaksanakan
didesa, beberapa warga tidak mau ikut gotong-royong lagi apabila
tidak mendapatkan Rastra. Menindaklanjuti tersebut pelaksana
Program Rastra di Kecamatan dan Desa menyetujui hal tersebut
untuk ketentraman masyarakat (hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa DPMD Kabupaten
Bulungan pada tanggal 5 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:
* Menanggapi hal tersebut beras Rastra dibagi rata kepada semua
warga yang menginginkan Rastra, menyebabkan beras Rastra yang
diterima  tidak tepat jumlah sesuai dengan ketentuan
15/Kg/KPM/Bulan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 7 Februari 2018)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa KPM
Rastra di Kabupaten Bulungan adalah penduduk asli dan penduduk
pendatang. Adapun penduduk asli masih mempertahankan adat dan
budaya daerahnya salahsatunya gotong royong dan kebersamaan.
Pembagian rastra tidak tepat jumlah karena masih mempertimbangkan
unsur kebersamaan dan untuk menghindari kecemburuan sosial, hal int
sejalan dengan aspek tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
bahwa apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi
program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap

anggota kelompok sasaran terhadap program relatif lebih sulit

sebagaimana yang dikemukakan Subarsono {2016:96). Kcsimpulan
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teniang kelompok sasaran masyarakat yang heterogen tergolong masih
kurang dalam pemahaman terhadap program Rastra
3)  Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila
sasarannya mencakup semua populasi (Subarsone 2016:96).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya
Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan sebagai berikut:
* Program Rastra dilaksanakan disetiap kecamatan di Kabupaten
Bulungan, tcrdiri dan 10 (sepuluh) kecamatan. Kondist geografis
Kabupaten Bulungan, serta lokasi antar kecamatan/desa berjauhan
agak mempersulit pengawasan Program Rastra (wawancara pada
tanggal 30 Januari 2018).
Pemyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:
“ Program Rastra yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan di
Kabupaten Bulungan, didalam pelaksanaannya terdapat hambatan-
hambatan yang menyebabkan program Rastra tidak tepat waktu
pendistribusiannya, tidak tepat jumlah serta tidak tepat kualitas
didalam pendistribusiannya, hal-hal tersebut disebabkan berbaga:
macam hambatan-hambatan (hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan
pada tanggal 5 Februari 2018).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa KPM
Rastra di Kabupaten Bulungan tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan.
Kondisi geografis Kabupaten Bulungan turut mempengaruhi
pengawasan distribusi Program Rastra, hal ini sejalan dengan aspek
tingkat kelompok sasaran terhadap total populasi sebagaimana yang
dikemukakan Subarsono (2016:96). Hasil analisa terhadap proporsi

kelompok sasaran terhadap total populasi berpengaruh, hal ini terlihat

dari KPM Rastra yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten

97

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf

Bulungan dengan kondisi geografis yang berbeda, hal ini menyebabkan
keterlambatan distribusi dan kurangnya pengawasan program Rastra.

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor yang menghambat
implementasi dengan 3 (tiga) aspek karateristik masalah dapat
diketahui bahwa yaitu :(1) tingkat kesutitan teknis dan masalah yang
bersangkutan, dalam hal ini data penerima KPM Rastra yang tidak
tepat sasaran yang disebabkan daya yang kurang akurat, dan
keterlambatan distribusi Rastra yang disebabkan faktor struktur
birokrasi dan kondisi geografis; (2) Tingkat kemajemukan dari
kelompok sasaran, dalam hal ini kelompok sasaran masyarakat yang
heterogen tergolong masih kurang dalam pemahaman terhadap
Program Rastra; (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total
populasi, dalam hal ini kondisi geografis Kabupaten Bulungan
mempengaruhi kurangnya pengawasan terhadap Program Rastra.
b. Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan merupakan salahsatu variabel yang
mempengaruhi  keberhasilan implementasi. Adapun variabel dan
karakteristik kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
Program Rastra yakni :
13 Kejelasan 1s1 kebijakan

Semakin jelas dan rinci isi scbuah kebijakan akan mudah
diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan

menterjemahkan dalam tindakan nyata (Subarsono 2016:97).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan menyatakan sebagai berikut:

* Program Rastra merupakan program nasional yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, dasar pelaksanaan Program
Rastra di Kabupaten Bulungan berdasarkan SK Pagu Rastra dan
KPM Rastra serta Petunjuk Teknis (Juknis) Program Rastra
(wawancara pada tanggal 1 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara benkut:

“ Jukms Program Rastra disusun setiap tahunnya yang berdasarkan
Petunjuk Pclaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Pemenntah
Provinsi Kalimantan Utara, yang mengatur ketentuan-ketentuan
dalam pelaksanaan Program Rastra, namun tidak ada Standar
Operational Prosedur (SOP) dalam pelaksaan Program Rastra (hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat &
Desa DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 5 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:
“ Juknis Program Rastra memuat ketentuan pelaksaanaan Program
Rastra Kabupaten Bulungan di tahun berjalan (hasil wawancara
dengan Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 7
Februari 2018)
Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara bertkut:
“ Juknis Program Rastra Kabupaten Bulungan yang disusun
Pemerintah Kabupaten Bulungan disampaikan kepada Pemerintah
Kecamatan sebagai dasar pelaksanaan Program Rastra (hasil
wawancara Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan
Rakayat Kecamatan Peso Hilir tanggal 24 Januari 2018)
Hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa kebijakan Program
Rastra di kabupaten Bulungan dilaksanakan berdasarkan Petunjuk
Teknis yang telah disusun setiap tahun pelaksanaan, namun tidak
terdapat SOP dalam pelaksanaan Program Rastra.

Dari pernyataan di atas ditambahkan dengan wawancara berikut:

* Subdivre Perum BULOG Tarakan selaku penyedia beras Rastra
kepada KPM akan mendistribusikan beras Rastra berdasarkan SK
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Bupati Bulungan tentang Pagu Rastra dan KPM Rastra Kabupaten
Bulungan (hasii wawancara dengan Kepala Subdivre Perum
BULOG Tarakan pada tanggal 9 Februari 2018).
Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:
“ Rastra siap didistribusikan oleh Perumn BULOG Subdivre Tarakan
setelah menerima Surat Permintaan Alokasi (SPA) Rastra dari
Bupati Bulungan yang ditujukan kepada Perum BULOG Subdivre
Tarakan, selanjutnya Perum BULOG Subdivre Tarakan akan
mendistribusikan Rastra sampai ke TD yang telah disepakati dan
menunggu kesiapan pelaksana Program Rastra dilapangan dan
kondisi alam dan cuaca yang mendukung untuk pendistribusiannya
{(hasil wawancara dengan Kepala Seksi Harga Pasar, Pengadaan
dan Pelayanan Publik Perum BULOG Subdivre Tarakan pada
tanggal 9 Februan 2018).
Pernyataan d1 atas diperkuat dengan wawancara berikut:
“ Stock Rastra yang akan didistribusikan di Kabupaten Bulungan
tersedia dan tersimpan di Gudang Bulog Tanjung Selor, terkecuali
untuk Rastra Kecamatan Bunyu, Rastra berasal dani Gudang
BULOG Tarakan karena jarak yang lebih dekat dengan Gudang
BULOG Tarakan, (hasil wawancara dengan Kepala Gudang
BULOG Tanjung Selor pada tanggal 12 Februari 2018).
Hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa Perum BULOG
Subdivre Tarakan selaku penyedia Rastra akan menyalurkan Rastra
kepada KPM berdasarkan SK Bupati Bulungan tentang Pagu Rastra dan
KPM Rastra Kabupaten Bulungan dan Juknis Program Rastra
Kabupaten Bulungan, hal ini sejalan dengan wvartabel yang
mempengaruhi  keberhasilan implementasi adalah  karakteristik
kebijakan, yang dalam hal ini terkait kejclasan isi kebijakan akan
mudah diiplementasikan karena implementor mudah memahami dan
menterjemahkan dalam tindakan nyata sebagaimana dikemukakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Subarsono (2011:97).

Dalam hal ini kejelasan dan isi kebijakan harus dipahami para

100

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf
pelaksana Program Rastra agar mudah diterjemahkan dalam
pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Bulungan,
2) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan.
Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program
sosial (Subarsono 2016:97). Program Rastra merupakan salahsatu
program sostal yang memerlukan dana pada pelaksanannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial &
Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan
sebagai benikut:
*“ Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam hal ini Bappeda dan
Litbang Kabupaten Bulungan mendukung program nasional yang
dicanangkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini untuk pengalokasian
dana pendampingan Program Rastra (wawancara pada tanggal 30
. Januar 2018).
Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara bertkut:
“ Dana pendampingan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
diakomodir pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bulungan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
DPMD Kabupaten Bulungan kegiatan Fasilitasi Raskin dan Subsidi
Ongkos Angkut (SOA) (hastl wawancara dengan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat & Desa DPMD Kabupaten Bulungan
pada tanggal | Februari 2018).
Pernyataan di atas ditambahakan dengan wawancara berikut:
“ Dana pendampingan mengalamt fluktuasi anggaran setiap
talumnya, hal ini juga disebabkan Kabupaten Buhmgan mengalami
defisit anggaran APBD, schingga OPD menganggarkan Program
Rastra sesuat dengan anggaran yang disediakan {hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Desa DPMD
Kabupaten Bulungan pada tanggal 5 Februari 2018).
Berdasakan hasil wawancara di atas, dipcrolch informasi bahwa

Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalokasikan dana pendampingan

Program Rastra pada APBD Kabupaten Bulungan setiap tahunnya,

101

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf

besaran anggaran dana pendampingan tergantung besaran yang
dialokasikan OPD terkait, hal ini sejalan dengan variabel yang
mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  adalah  karakteristik
kebijakan, dalam hal ini karaktentistik kebijakan terkait besarnya
alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan sebagaimana
dikernukakan Daniel A.Mazmanian dan Paul Sabatier dalam
Subarsono (2016:97). Untuk hal im1 dapat disimpulkan bahwa seberapa
besar dana pendampingan sangat berperan dalam keberhasilan Program
Rastra di Kabupaten Bulungan.

3)  Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagat

mstitusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi
vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi
program (Subarsono 2016:97).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial &
Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan
sebagai berikut:

“ Pemerintah Kabupaten Bulungan mendukung Program nasional
yang dalam hal ini Program Rastra, Keberhasilan program tersebut
pertu dukungan dari berbagai pihak, yang dalam hal ini OPD terkait
dan instanst vertikat terkait dengan Program Rastra {(wawancara
pada tanggal 30 Januari 2018).
Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Dukungan antar berbagai OPD Kabupaten Bulungan dan instansi
vertkal tertuang pada SK Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten
Bulungan, berdasarkan tugas dan fungsi dari Jabatan struktural yang
diemban dalam suatu OPD di Kabupaten Bulungan dan di instans

vertikal, namun pada pelaksaanaannya tidak semua anggota tim
menjalankan tugas dan fungsinya pada Tim Koordinast Program
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Rastra, hal ini menyebabkan koordinasi antar berbagai instansi
pelaksana kurang optimal (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat & Desa DPMD Kabupaten Bulungan
pada tanggal 5 Februari 2018).
Berdasakan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Program
Rastra di Kabupaten Bulangan didukung OPD terkait dan instansi
vertikal terkait dalam pelaksanaan Program Rastra, hal ini sejalan
dengan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah
karakteristik kebijakan, dalam hal ini karakteritistik kebijakan terkait
seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagat
Inslansi pelaksana sebagaimana dikemukakan Daniel A. Mazmanian
dan Paul Sabatier dalam Subarsono (2016:97), Dalam hal ini dukungan
OPD terkait dan instansi vertikal belum optimal yang disebabkan
intitust pelaksana dalam hal ini OPD terkait tidak menjalankan peran
secara maksimal.
4)  Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

Badan pelaksana Program Rastra perlu kejelasan dan konsistensi
untuk melaksanakan Program Rastra agar tujuan pelaksanaan dapat
tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan menyatakan
sebagat berikut:

*“ Program Rastra yang dilaksanakan OPD Kabupaten Bulungan dan
instansi vertikal terkait berdasarkan ketentuan-ketentuan dan
aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ketentuan dan aturan tersebut
tertuang dalam Juknis Program Rastra dan SK Bupati Bulungan

(wawancara pada tanggal 5 Februan 2018).

Pernyaiaan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

103

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf

“ Juknis Program Rastra mengatur pelaksanaan Program Rastra di
Kabupaten Bulungan, OPD Kabupaten Bulungan terkait dan
instansi vertikal terkait mempunyai peranan masing-masing dalam
pelaksanaan Program Rastra (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayaan Swadaya Masyrakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 7 Februari 2018).
Berdasakan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa OPD
terkait dan instansi vertikal terkait mempunyai peranan masing-masing
menjalankan aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan Program Rastra
di Kabupaten Bulungan yang tertuang dalam juknis Program Rastra,
hal ini sejalan dengan variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi adalah karakteristik kebijakan, dalam hal ini
karakteritistik kebijakan terkait seberapa besar kejelasan dan
konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana sebagaimana
dikemukakan Danie! A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam
Subarsono (2016:97). Dalam hal ini OPD terkait dan instansi vertikal
terkait belum optimal dalam menjalankan peranannya sesuai dengan
petunjuk teknis dalam menjalankan ketentuan dan aturan dalam
pelaksanaan Program Rastra Kabupaten Bulungan.
5)  Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

Pelaksana Program Rastra perlu mempunyat komitmen yang kuat
dalam melaksanakan tugas/aturan-aturan Program Rastra agar tujuan
kebijakan Program Rastra dapat tercapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kcepala Bidang

Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan menyatakan

scbagai berikut:

104

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf

“ Aparat pelaksana Program Rastra pada dasarnya berkomitmen
ingin melaksanakaan semua aturan dan ketentuan yang berlaku pada
Program Rastra, namun terkadang aturan atau ketentuan tidak dapat
diterapkan (wawancara pada tanggal 5 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Aturan dan ketentuan yang tertuang didalam Pedum,Juklak dan
Jukmis Program Rastra tidak semua dapat dijalankan diseluruh
wilayah Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

- Rastra yang didistribusikan ke KPM tidak tepat jumlah yang
seharusnya 15 Kg/KPM/Bulan yang pada kenyataannya Rastra
yang diterima tidak tepat jumlah karena dibagi rata dengan
masyarakat yang juga menginginkan Rastra Rastra

- Rastra yang didistribusikan ke KPM tidak tepat waktu yang
secharusnya diterima setiap bulan, yang pada kenyataannya
Rastra yang diterima mengalami keterlambatan (dirapel)

- Rastra yang didistnbusikan ke KPM udak tepat kualitas yang
seharusnya Rastra diterima sesuai dengan kualitas yang telah
ditentukan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayaan Swadaya Masyrakat Desa dan Usaha Ekonomi
Desa DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 7 Februan
2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

* Pemm BULOG Subdivre Tarakan selaku penyedia Rastra
berkomitmen menyalurkan Ratra sesuai aturan dan ketentuan,
namun hambatan yang dialami dalam hal ini kualitas Rastra
diketemukan kondisi Rastra yang kurang baik, banyak faktor
penyebab kualitas Rastra kurang batk yaitu, terlalu lama disimpan
digudang menunggu kesiapan adminisrasi dan kesiapan di Titik
Distribusi dan pendistribusian Rastra ke beberapa wilayah
Kecamatan mengalami kerusakan yang salah satu penyebabnya
terkena air hujan karena melewali alur sungai yang ditentukan
pasang surut air dan faktor cuaca (hasil wawancara dengan Kepala
Subdivre Perum BULOG Tarkan pada tanggal 9 Februan 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut;

¥ Perum BULOG Subdivre Tarakan selaku penyedia Rastra
mempunyai gudang BULOG di Tanjung Selor ibukota Kabupaten
Bulungan. Beras Rastra tersedia di gudang untuk didistribusikan
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan (hasil
wawancara dengan Kepala Kepala Gudang BULOG Tanjung Slor
pada tanggal 12 Februari 2018)
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Berdasakan hasil wawancara di atas, dapat diketahui pelaksana
Program Rastra pada dasarnya berkomitmen ingin melaksanakan
semua aturan dan ketentuan dalam pelaksaan Program Rastra, namun
pada kenyataannya aturan atau ketentuan tersebut tidak semuanya dapat
dijalankan olch pelaksana Progran Rastra karena hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam pelaksanaannya, hal ini sejalan dengan variabel
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah karakteristik
kebijakan, dalam hal ini karakteritistik kebijakan terkait tingkat
komitmen aparat terhadap kebijkan Program Rastra sebagaimana
dikemukakan Danie/ A.Muazmanian dan Paul Sabatier dalam
Subarsono (2016:97). Dalam hal ini tingkat komitmen aparat terhadap
kebijakan Program Rastra dirasakan kurang optimal, walaupun aparat
pelaksana telah berkomitmen untuk melaksanakan aturan dan ketentuan
yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor yang menghambat
implementasi dengan 6 (enam) aspek karateristik kebijakan dapat
diketahui bahwa yaitu (1) Kejelasan isi kebijakan, dalam hal ini
kejelasan dan isi kebijakan harus dipahami para pelaksana Program
Rastra; (2) Besamya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan
tersebut, dalam hal ini seberapa besar dana pendampingan sangat
berperan dalam keberhasilan Program Rastra; (3) Seberapa besarnya
adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana,
dalam hal ini Program Rastra di Kabupaten Bulungan didukung OPD

terkait dan instansi vertikal terkait; (4) Kejelasan dan konsistensi
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aturan yang ada pada badan pelaksana, dalam hal im1 OPD terkait dan
instansi vertikal terkait belum optimal dalam menjalankan peranannya;
(5) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dalam hal i1nt
tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan dirasakan kurang optimal,
walaupun aparat pelaksana telah berkomitmen untuk melaksanakan
aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga scjalan
dengan variabel yang mempengaruhi kenerja implementasi yakmi :
komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas bahwa
implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan
instansi lain. Untuk ttu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar
instansi bagi keberhasilan suatu program sebagaimana dikemukakan
Van Meter Van Horn dalam Subarsono (2016:100). Hal tersebut juga
sejalan dengan dengan salah satu indikator dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi yaitu terkait kejelasan bahwa para
pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan
kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten
kebijakan sebagaimana dikemukakan Fdwars dalam Agustino
(2016:138).
¢.  Variabel Lingkungan

Variabel Lingkungan wmerupakan salahsatu variabel yang
mempengaruhi  keberhasilan  implementasi.  Adapun  variabel
lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Program

Rastra yaknt :
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1) Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kemajuan teknologi.
Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah
menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat
yang tertutup dan tradisonal (Subarsono 2016:98).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial &
Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan menyatakan

sebagai berikut:

“ Kondisi sostal ekonomi KPM Rastra di Kahupaten Bulungan
dilthat berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan penghasilannya.
Pekerjaan KPM Rastra di Kabupaten Bulungan terdiri dari nelayan,
petani, buruh di perusahaan perkebunan serta ada yang bekerja tidak
tetap. Untuk pendididkan KPM Rastra adalah masih rendah.
Penghasilan KPM Rastra hanya pas-pasan yang terkadang tidak
mencukupi karena besarnya kebutuhan hidup (wawancara pada
tanggal 30 Januari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Program Rastra yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat berpenghasilan rendah merupakan program
yang tepat dilaksanakan di Kabupaten Bulungan karena ada
masyarakat kabupaten Bulungan yang layak mendapatkan Rastra
(hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 5 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Masyarakat yang berdomisi cukup jauh dan ibukota kabupaten
Bulungan yaitu Tanjung Selor terkadang mengandalkan alam untuk
kelangsungan hidup mereka, sebagian besar mereka mempunyai
pekerjaan sebagai petani, tetapi hasil yang diperoieh tidak seberapa
karena nasih bercocok tanam secara tradisonal dan yang berprofesi
nelayan apabila berdomisi dipesisir (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyrakat Desa dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 7
Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

* Kondist masyarakat di kecamatan Peso Hilir sebagian besar
berprofesi sebagal petani yang masih bercosok tanam secara
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tradisonal, hasil pertanian selain dikonsumsi sendiri juga ada yang
dijual, profesi lainnya adalah buruh di perusahaan perkebunan ( hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan
Rakyat Kecamatan Peso Hilir pada tanggal 13 Februari 2018).
Pernyataan wawancara di atas ditambahkan dan dipertegas dengan
wawancara sebagai berikut
“ Pekerjaan kami petani, pekebun, karena lahan kami jauh dar
tempat tinggal, biasanya 1 minggu di kebun/ladang baru kembali ke
rumah di desa, karena BBM mahal apabila bolak-balik rumah ke
kebun/ladang setiap harinya (hasil wawancara KPM Program Rastra
Kec Peso Hilir Kab. Bulungan pada tangpal 24 Januari 2018).
Berdasakan hasil wawancara di atas, dapat diketahui kondisi sosial
ckonomi KPM Rastra di Kabupaten Bulungan sebagian besar
berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh perusahaan perkebunan,
masyarakat dalam hal ini KPM mempunyai pendidikan yang masih
rendah dan tradisional, hal ini sejalan dengan variabel yang
mempengaruhi keberhasitan implementasi adalah variabel lingkungan,
dalam hal ini variabel lingkungan terkait kondisi sostal ekonomi dan
teknologi bahwa masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan
relattf mudah menenma program-program pembaruan dibanding
dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga,
kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan
implementasi  kebijakan sebagaimana dikemukakan Danie/ A.
Mazmanian dan Pawl Sabatier dalam Subarsono (2016:978). Dalam
hal ini kondisi sosial ekonomi KPM Rastra dengan tingkat pendidikan

yang masih rendah dan tradisonal merupakan hambatan terhadap

keberhasilan Program Rastra di Kabupaten Bulungan.
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2)  Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
Untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi
kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga.
Karena itu mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam
proses pelaksanaan kebijakan publik dilapangan (Agustino, 2016:150)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan menyatakan sebagai berikut;:
“ Dalam pelaksanaan program Rastra yang beriujuan pemenuhan
kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, tidak
dapat dipungkini dukungan masyarakat mempunyai peran dalam
keberhasilan Implementasi Program Rastra di kabupaien Bulungan
(wawancara pada tanggal 1 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut;
“ Dukungan publik dalam hal ini masyarakat disckitar KPM Ratsra
yang turut mendukung pclaksanaan Program Rastra diwujudkan
dengan dukungan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan
pemuka adat setempat (hasi] wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan pada
tanggal 5 Februan 2018)

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

3

Tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuka adat sebagai
penengah dan dapat memebenkan masukan pendapat apabila ada
permasalahan permasalahan atau hambatan yang yang dihadapai
dalam pelaksanaan Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 7
Februar 2018).

Berdasakan hasil wawancara di atas, dapat diperoleh informasi bahwa

masyarakat di Kabupaten Bulungan mendukung pelaksanaan Program

Rastra, hal ini sejalan dengan variabel yang mempengaruht

keberhasilan implementasi adalah variabel lingkungan, dalam hal im

variabel lingkungan terkait dukungan publik terhadap suatu kebijakan
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bahwa untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi
kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga
sebagaimana dikemukakan Daniel A.Mazmanian dan Paul Sabatier
dalam Agustino (2016:150). Dalam hal ini Program Rastra bertujuan
untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan
rendah mendapat dukungan dari masyarakat walaupun masih terdapat
hambaian-hambatan pada proses pelaksanaannya.
3)  Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups)
Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat
mempengaruhi implementasi kebijakan (Subarsono, 2016:98).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan menyatakan sebagai berikut:

“ Program Rastra merupakan program yang mendapat perhatian
besar dari Pemenntah Daerah Kabupaten Bulungan Karena
berkaitan erat dengan permasalahan penanggulanan kemiskinan.
Pada setiap kegiatan pelaksanaan suatu program terkadang ada yang
pro dan kontra terhadap aturan atau ketentuan suatu program, begitu
juga halnya dengan Program Rastra yang dilaksanakan (wawancara
pada tanggal 1 Februari 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Masyarakat yang kontra dan tidak sependapat dengan adanya
ketentuan dan aturan pada program Rastra melakukan intervensi
terhadap pelaksana Program Rastra, dalam hal ini mengenai
penerima Rastra yang dianggap Lidak tepat sasaran dan yang juga
menginginkan Rastra agar dimasukkan dalam dafar penerima dan
hal ini berpengaruh dari jumlah Rastra yang diterima setiap KPM
juga mengalam perubahan yang sudah tidak sesuai keketentuam
yang ditctapkan, menanggapai hal tersebut pelaksana Program
Rastra tidak dapat menerapkan aturan atau ketentuan yang
ditetapkan  berdasarkan indikator keberhasilan Rastra, dengan
persetujuan aparat desa ketentuan dan aturan tidak dapat
dilaksanakan, dan menyetujui tuntutan dari kelompok pemilth (hasii
wawancara  dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya
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Masyrakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kabupaten
Bulungan pada tanggal 7 Februari 2018).

Pemyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:
“ Untuk KPM Rastra di Kecamatan Peso Hilir ada beberapa desa
vang membagi rata Rastra kepada semua warga, hal tersebut
dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial karena data KPM
yang tidak tepat sasaran, yang masuk dalam daftar KPM dan yang
tidak masuk daftar KPM tingkat kesejahteraan sama dan malah ada
yang dibawah tingkat kesjahteraannya, agar tidak merasa dibeda-
bedakan dan juga tingkat pemahaman yang masih kurang dan tingkat
pendidikan yang masih rendah, schingga para pelaksana tidak
melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kecamatan
Peso Hilir pada tanggal 13 Februari 2018).
Berdasakan hasil wawancara di atas, dapat diperoleh informasi bahwa
kelompok pemilih dalam hal ini masyarakat yang kontra dengan
keputusan dari pelaksana Program Rastra menyampaikan intervensi
dan dengan berbagai pertimbangan keinginan kelompok pemilih dapat
disetujui para pelaksana Program Rastra, hal ini sejalan dengan
variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah
variabel lingkungan, dalam hal ini variabel lingkungan terkait sikap
dari kelompok pemilih bahwa untuk kelompok pemilih yang ada dalam
masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalu
berbagai cara yaitu kelompok pemilih dapat melakukan intervensi
terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui
berbagal kometar dengan maksud mengubah keputusan sebagaimana
dikemukakan Damiel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam

Subarsono (2016:98-99). Dalam hal ini aturan dan ketentuan Program

Rastra tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya yang disebabkan
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hambatan-hambatan dari sikap kelompok pemilih dalam proses
pelaksanaan Program Rastra.
4)  Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.
Komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang
telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel krusial (Subarsono,
2016:99).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan menyatakan
sebagai berikut:

“ DPMD Kabupaten Bulungan selaku sekretariat Tikor Rastra
Kabupaten Bulungan melaksanakan Rapat Koordinasi Program
Rastra Kabupaten Bulungan dengan mengundang anggota Tim
Koordinasit Program Rastra Kabupaten Bulungan dengan tujuan
keberhasilan Program Rastra di Kabupaten Bulungan, maka
komitmen dan kesepakatan dari pelaksana Program Rastra
merupakan hal yang utama agar tujuan tersebut dapat tercapai
{wawancara pada tanggal 5 Februari 2018).

Pernyataan d1 atas diperkuat dengan wawancara berikut:

“ Anggota Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan
berasal dari OPD terkait dam instansi vertikal terkait dengan
Program Rastra. Anggota tim koordinasi Program Rastra selaku
pelaksana Program Rastra ditetapkan berdasarkan jabatan yang
diemban dalam stuktur organisasi OPD terkait dan instansi terkait,
perlu komitmen dan untuk merealisasikan tujuan program Rastra
(hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya
Masyrakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kabupaten
Bulungan pada tanggal 7 Februan 2018).

Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara benkut:

“ Koordinasi antar pelaksana Program Rastra Kabupaten Bulungan
sebapai interaksi antar berbagai instansi dan OPD terkait mempunyai
peran yang penting, namun koordinasi yang dilaksanakan dengan
mengumpulkan seluruh instansi dan OPD terkait dirasakan masth
kurang karena hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 tabun (hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan
Rakyat kecamatan Peso Hilir pada tanggal 13 Februan 2018)
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Pernyataan di atas diperkuat dengan wawancara berikut:
“ Perum BULOG Subdivre Tarakan selaku intansi vertikal terkait
dengan Program Rastra Kabupaten Bulungan berkomitmen akan
melaksanakan sesuai aturan dan ketentuan agar tujuan pelaksanaan
tercapai namun hal tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan OPD
terkait lainnya dengan Program Rastra (hasil wawancara dengan

Kepala Subdivre Perum BULOG Tarakan pada tanggal 9 Februari
2018)

Hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa rapat koordinasi Tim
Koordinasi Kabupaten Bulungan dilaksanakan bertujuan untuk
menghasilkan kesepakatan dan komitmen antar para pelaksana
Program Rastra di Kabupaten Bulungan yang berasal dari OPD terkait
Kabupaten Bulungan dan instansi vertikat terkait dengan keberhasilan
Program Rastra, namun frekuensi pelaksanan rakor tersebut dirasakan
masih kurang karena hanya dilaksanakan 1 kali dalam | tahun, perlu
interaks) (koordinasi) yang intens antar para pelaksana se-kabupaten
Bulungan untuk menghadapt hambatan-hambatan yang dihadapi, hal
ini sejalan dengan variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi adalah variabel lingkungan, dalam hal ini variabel
lingkungan terkait tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan
implementor bahwa komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan
tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling
krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam
membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas
tujuan tersebut sebagaimana dikemukakan Danicl A. Mazmanian dan
Paul Sabatier dalam Subarsono (2016:99). Dalam hal ini kesepakatan

dan komitmen yang telab disepakati pada pelaksanaan Rakor Tim
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Koordinasi Program Rastra Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan di
awal tahun pelaksanaan Program Rastra merupakan langkah yang baik
dalam pelaksanaan Program Rastra, namun hambatan atau
permasalahan yang dihadapi pada proses pelaksanaannya pada tahun
berjalan tetap memerlukan interaksi dan koordinasi yang intens antar
pelaksana Program Rastra.

Berdasarkan uraian di atas tentang faktor yang mempengaruhi
implementasi dengan 4 (empat) aspek variabel lingkungan dapat
diketahui  bahwa yaitu; (1) Kondisi sosial ekonomi dan tingkat
kemajuan teknologi, dalam hal ini masyarakat KPM Rastra dengan
tingkat pendidikan masih rendah dan tadisional; (2) Dukungan publik
terhadap sebuah kebtjakan, dalam hal ini Program Rastra mendapat
dukungan dari sebagianbesar masyarakat ; (3) Sikap dari kelompok
pemilih, dalam hal ini masyarakat yang kontra dengan keputusan
melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan
pelaksana; (4) Tingkat komitmen dan ketrampilan aparat dan
implementor, dalam hal ini komitmen yang telah disepakati pada
pelaksanaan rapat koordinasi agar direalisasikan mel:lui ketrampilan
yvang dimiliki pelaksana Program. Hal imi sejalan dengan salahsatu
variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi
suatu program yakni kemampuan implementor kebijakan bahwa
keberhasilan  suaiu  kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat
kompetensi dan ketrampilan dan para implementor kebijakan

sebagaimana dikemukakan David L. Weimer dan Aidan K. Vining
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dalam Subarsono (2016; 103-104). Hal tersebut juga sejalan dengan
salahsatu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni
kondisi sosial, ekonomi dan politik sebagaimana dikemukakan Van
Meter Van Horrn dalam Subarsono (2016:101) yang menyatakan
bahwa variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang
dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana
kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi
implementasi  kebjjakan;, karakteristik para partisipan, yaknt
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada
dilingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan faktor-faktor
yang mempengaruh hasil implementasi kebijakan Program Rastra di
Kabupaten Bulungan sudah sejalan dengan konsep implementas:
berkaitan dengan variabel karakteriatik masalah, karakteristik
kebijakan dan variabel lingkungan, tetapi titik berat permasalahan ada
pada aspek karakteristik masalah dan variabel lingkungan
sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul
Sabatier (Subarsono 2016:95) yaitu karaktenistik masalah. pada aspek
tingkat kesulitan teknis dar masalah yang bersangkutan dan variabel
lingkungan pada aspek kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat
kemajuan teknologi. Hal ini terlihat dari karakteristik masalah yaitu
data penerima KPM Rastra yang tidak tepat sasaran yang discbabkan
data yang kurang akurat sedangkan pada variabel lingkungan yaitu

KPM mempunyai pendidikan yang masih rendah dan tradisional. Hal
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ini sejalan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi
menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, maka dari itu perlu
ada perbaikan-perbaikan Impiementasi Program Rastra di Kabupaten
Bulungan untuk menghindari Implementasi Program Rastra yang tidak
sesuai dengan harapan Pemenntah.

Menurut (GGeorge C. Edward 11l dalam Agustino (2016-137)
terdapat 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap implementasi
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dalam
hal Implementasi kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara terdapat 2 (dua) titik berat permasalahan
faktor penghambat yang lebih utama dan ke 4 (empat) variabel tersebut
yaitu pada komunikasi (aspek transmisi) dan struktur birokrasi ( aspek
SOP dan fragmentasi). Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan
Paul Sabatier vanabel yang memepengaruhi implementasi berkaitan
dengan vanabel karakteristik masalah, karaktenstik kebijakan dan
variabel lingkungan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan, tetapi titik berat permasalahan
pada vanabel lingkungan pada aspek karakteristik masalah dan
variabel hingkungan.

3. Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan terhadap faktor-faktor penghambat dalam hasil
Implementasi Kebijakan Program Rastra.

Implementasi Program Rastra di Kabupaten Bulungan terdapat 4

(empat) permasalahan yaitu:
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1.  Komunikasi

Menurut  George C. Edward [ll dalam Agustino (2016-137)
terdapat tiga indikator dalam mengukur keberhasilan variabel
komunikasi yaitu:

a.  Transmisi

b.  Kejelasan

c.  Konsistensi

Titik berat pada permasalahan implementasi Program Rastra di

Kabupaten Bulungan pada aspek transmisi yaitu kurang epektifnya

sosialisasi Program Rastra di Kabuapten Bulungan, yang menyebabkan

informasi tentang Program Rastra tidak dapat diterima dengan baik. Hal
ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan pada implementasi program

Rastra tersebut untuk menghindan kegagalan penyampaian informasi

lebih lanjut di samping dengan epektifnya sosialisasi yang dilakukan

sehingga informasi yang disampaikan dapat diketahui/dipahami.

Berikut hasil wawancara terkait masalah transmisi yaitu :

* Sosialisasi Program Rastra kurang epekiif, hal im dikarenakan
kurangnya sosialisasi, maka dari itu perlunya perbaikan terhadap
komunikasi yaitu sosialisasi agar dapat ditingkatkan sehingga
program Rastra dapat dipahami {hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kabupaten Bulungan
pada tanggal 18 Februari 2018)

Pemyataan wawancara di atas dipertegas dengan wawancara berikut:
“Sosialisasi yang kurang epektif yang menyebabkan kurangnya
penyampaian informasi, maka dari itu tim koordinast Program
Rastra perlu mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang
harus ditempuh untuk komunikasi yang baik (basil wawancara

dengan Kepala DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 18
Februan 2018)
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Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
faktor yang mempengaruhi implementasi Program Rastra pada faktor
transmisi dalam hal 1m sosialisasi kurang efetif sehingga
mengakibatkan kurangnya penyampaian informasi, sehingga perlu
dilakukan perbaikan transmisi (sostalisasi) dan tim perlu
mempertimbangkan kembhali langkah-langkah komunikasi yang baik.
Hal ini sgjalan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi
menurut George (. Edward 11 bahwa penyaluran komunikasi yang
baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
Terkait untuk usaha-usaha mengatasi permasalahan yang dihadapi
vaitu faktor komunikasi dalam hal ini transmisi maka usaha yang
dilakukan terkait dengan pada faktor komunikasi perlu perbaikan-
perbatkan untuk menghindari kurangnya penyampaian informasi
melalui penambzahan frekuensi sosialisasi agar tujuan dapat tercapai,

2. Struktur Birokrasi

Menurut FEdwards dalam Winamo (2012:206) ada dua
karaktenstik utama dari birokrasi yaitu:

a.  Standard Operating Procedures (SOP)

SOP yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar. SOP
berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas
dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk
keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks
dan tersebar luas. SOP menjadi masalah dalam pelaksanaan Program

Rastra. Hal ini tentu barus ada perbaikan pada struktur birokrasi
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pelaksana kebijakan untuk keberhasilan Program Rastra. Berikut hasil
wawancara terkait masalah di atas yaitu :

“Pelaksanaaan Program Rastra di Kabupaten Bulungan mengacu

pada Pedoman Umum, Juklak dan Juknis Program Rastra, tidak

didukung SOP dalam pelaksaanan Program Rastra, maka dari itu

periu perbaikan pada prosedur Program Rastra  untuk proses

pelaksanaannya (hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten

Bulungan pada tangpgal 18 Februari 2018).
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui pelaksana Program
Rastra melaksanakan kebijakan tanpa menggunakan SOP. Hal inmi
sejalan denpan aspek yang mempengaruhi implementasi  yang
berkaitan dengan SOP  bahwa dengan menggunakan SOP para
pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP
juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam
organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada
gilirannya dapat memimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan
yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan  (Winarno
(2012:206). Hal ini tentu harus ada perbaikan-perbaikan prosedur
pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Bulungan agar aturan-
aturan dapat diterapkan.
b.  Fragmentasi

Menurut Edwards dalam Winarno (2012:209) sifat kedua dari

struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan
adalah fragmentasi orgamsasi, seringkali pula tegadi desentralisasi
kekuasaan tersebut dilakukan sccara radikal guna mencapat tujuan-

tujuan kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering

tersebar diantara berbagai organisasi. Fragmentasi menjadi masalah
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dalam pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Bulungan karena
koordinasi antar OPD dan istansi terkait dinilai masih kurang. Hal ini
tentu harus ada perbaikan pada fragmentasi organisasi untuk
keberhasilan Program Rastra. Berikut hasil wawancara terkait masalah
di atas yaitu ;

“OPD Kabupaten Bulungan dan instansi teknis terkait Program

Rastra saling berkoordinasi terkait tugas dalam pelaksanaan Prgram

Rastra, namun hal tersebut dirasakan kurang, maka dari itu perlu

perbatkan koordinasi antar OPD Kabupaten Bulungan dan instansi

vertikal terkait agar tujuan dapat tercapai (hasil wawancara dengan

Kepala DPMD Kabupaten Bulungan pada tanggal 18 Februari 2018).
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui koordinasi antar OPD
kabupaten Bulungan dan instansi vertikal terkait telah terjalin,
walaupun pada pelaksanannya masih dirasakan kurang, Hal ini sejalan
dengan aspek yang mempengaruhi implementasi yang berkaitan
dengan fragmentasi bahwa fragmentasi merupakan penyebaran
tangung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda
sehingga memerlukan koordinasi (Winarno (2012:20). Hal ini tentu
harus ada perbaikan-perbaikan dalam hal koordinasi antar OPD
Kabupaten Bulungan dan instansi vertikal terkatt pelaksanaan Program
Rastra di Kabupaten Bulungan agar fujuan pelaksanaan program
Rastra dapat tercapai.
3. Karakteristik Masalah

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier  dalam

Subarsono (2016:95-96) variabel-variabel mempengaruhi

implementast berdasarkan karaktensttk dan masalah yaitu
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a.  Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
b.  Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
c.  Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
Titik berat permasalahan terdapat pada Tingkat kesulitan teknis
dari masalah yang bersangkutan yaitu masalah-masalah sosial yang
relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan (Subarsono 2016:95).
Program Rastra merupakan program yang berhubungan dengan
kemiskinan. Permasalahan Program Rastra yang dihadapi dari data
yang tidak tepat sasaran yang disebabkan data kurang akurat yang
merupakan salah satu penyebab keterlambatan distribusi Rastra.
Benkut hasil wawancara terkait masalah di atas yaitu :
“ Program Rastra merupakan salah satu program untuk mendukung
misi Pembangunan Kabupaten Bulungan mewujudkan kualitas
hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera di Kabupaten
Bulungan, adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan data
kemiskinan yang tidak akurat, maka dari perlu perbaikan-perbaikan
terhadap data penerima Program Rastra agar tepat sasaran (hasi
wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda &
Litbang Kabupaten Bulungan pada tanggal 22 Februari 2018).
Pernyataan wawancara di atas dipertegas dengan pernyataan Kepala
DPMD Kabupaten Bulungan yaitu :
“Terdapat kesulitan dalam proses pelaksanaannya selain dengan
data penerima yang tidak tepat sasaran, maka pertu perbatkan-
perbaikan dalam hal tesebut guna kelancaran Program Rastra (hasil
wawancara pada tanggal 18 Februari 2018).
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui tingkat kesulitan
Program Rastra pada data penerima yang tidak tepat sasaran dan

keterlambatan distribusi Rastra, hal ini disebabkan karcna pendataan

yang tidak akurat mempengaruhi kelancaran penyaluran Rastra. Hal
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ini sejalan dengan aspek yang mempengaruhi implementasi yaitu
berdasarkan variabel karakteristik dari masalah yaitu: tingkat kesulitan
teknis dari masalah yang bersangkutan bahwa sifat masalah itu sendiri
akan mempengaruhi mudah atan tidaknya suatu program
diimplementasikan (Suharsono 2016:95-96) Hal ini tentu harus ada
perbaikan-perbaikan dalam hal ini pemutakhiran data penerima/KPM
Program Rastra Bulungan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
agar tepat sasaran.

4.  Variabel Lingkungan.

Menurwt Daniel 4 Mazmanian dan Paul Sabatier dalam
Subarsono (2016:98-99) variabel-variabel yang mempengaruhi
implementast berdasarkan lingkungan kebijakan yaitu :

a.  Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah
menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat
yang masih tertutup dan tradisional (Subarsono 2016:98). Kondisi
sosial ekonomt masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan, buruh
diperusahaan perkebunan dan pekerja yang tidak menetap berpengaruh
terhadap pelaksanaan Program Rastra. Berikut hasil wawancara terkait
masalah di atas yaitu

“ Kondisi sosial ekonomi masyarakat dilihat dari pekerjaan dan
tingkat pendidikan KPM Rastra yang masih rendah berpengaruh
pada pada keberhasilan program Rastra, maka dan itu perlu

peningkatan kemampuan KPM dalam meningkatkan pemahaman
terhadap program (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial
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Budaya Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan pada tanggal 18
Februari 2018).

Pernyataan wawancara di atas ditambahkan dan dipertegas dengan
pernyataan Kepala DPMD Kabupaten Bulungan yaitu ;
“Kondisi masyarakat yang masih mempertahankan adat-istiadat
dan hidup secara tradisional berpengaruh terhadap taraf hidupnya
dan belum memanfaatkan teknologi mempunyai pengaruh dalam
hal penerimaan informasi program Rastra, maka dari itu perlu
peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemahaman terhadap
program rastra melalui sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan
kepada masyarakat demi peningkatan kehidupan masyarakat yang
lebih baik (hasil wawancara pada tanggal 18 Februar 2018).
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi
sosial eckonomi masyarakat khususnya KPM Rastra mempunyai
tingkat pendidikan yang masih rendah berpengaruh terhadap pekerjaan
dan besarnya penghasilannya, hal ini disebabkan masyarakat hidup
secara tradisonal dan memepertahankan adat-istiadatnya. Hal imi
sejalan dengan aspek yang mempengaruhi implementasi yaitu
berdasarkan lingkungan kebijakan adalah kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi bahwa masyarakat yang
sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-
program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masth tertutup
(Subarsono 2016:98). Dalam hal ini usaha-usaha yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan vaitu perbaikan-perbaikan
dalam hal ini peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemahaman
terhadap Program Rastra melalui sosialisasi dan penyuluhan-

penyuluhan kcpada masyarakat agar mendukung implementasi

Program Rastra di Kabupaten Bulungan.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil Implementasi Kebijakan Program

Rastra di Kabupaten Bulungan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
mendapat dukungan dari Pemerintah Dacrah Kabupaten Bulungan,
yaitu menganggarkan Harga Tebus Rastra (HTR) graﬁs untuk KPM,
namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan
masih terdapat kekurangan pada proses pelaksanaannya yang meliputi
tepat sasaran, tepat jumiah, tepat waktu dan tepat kualitas.

2. Faktor-faktor yang mempengamhi hasit Implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan yaitu :

a. Komunikasi pada aspek transmisi yaitu kurang epektifnya
sosialisasi.

b.  Struktur birokrast pada aspek SOP yaitu tidak adanya SOP
Program Rasira dan pada aspek fragmentasi yaitu kurangnya
koordinasi OPD Kabupaten Bulungan dengan innstansi vertikal
terkait Program Rastra di Kabupaten Bulungan.

¢.  Karakteristik masalah pada aspek tingkat kesulitan teknis dari
masalah yang bersangkutan berkaitan dengan data penerima

Program Rastra yang tidak tepat sasaran
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d.  Variabel lingkungan pada aspek kondisi sosial ekonomi
masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi yang berhubungan
dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, profesi pekerjaan
petani, nelayan  dan buruh perusahaan perkebunan serta
pekerjaan tidak menetap disamping masih mempertahankan
tradisinya.

3. Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
terhadap faktor-faktor penghambat dalam hasil Implementasi
Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan yaitu :

a.  Komunikasi
Komunikasi menjadi masalah terkait dengan aspek transmisi,

berhubungan dengan kurang epektifnya sosialisasi. Dalam hal ini

transmisi bahwa penyaluran komunikasi yang batk akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula Seringkali terjadi
masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian

(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang

\ harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan
terdirtorsi di tengah jalan, dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi

Program Rastra Kabupaten Bulungan kurang efektif di dalam proscs

pelaksanaannya. Hal ini tentu harus ada perbatkan-perbaikan terhadap

komunikasi yaitu aspek transmisi untuk komunikasi yang baik maka

perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.
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b.  Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi menjadi masalah terkait dengan SOP
dan fragmentasi bahwa pelaksanaan Program Rasra tidak didukung
SOP serta koordinasi antar OPD kabupaten Bulungan dan instansi
vertikal terkait belum optimal dikarenakan pertemuan yang melibatkan
semua OPD dan instansi terkait hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam
setahun. Hal in1 sebaiknya perlu penyusunan SOP dan peningkatan
koordinasi OPD Kabupaten Bulungan dan instansi vertikal terkait
pelaksanaan Program Rastra.
¢.  Karakteristik Masalah

Karakteristrik masalah tingkat kesulitan teknis dari masalah
vang bersangkutan yaitu masalah-masalah sosial yang relatif sulit
dipecahkan, seperti kemiskinan. Program Rastra merupakan program
yang berhubungan dengan kemiskinan. Tingkat kesulitan Program
Rastra pada data penerima yang tidak tepat sasaran dan keterlambatan
distribusi Rastra, hal ini disebabkan karena pendataan yang tidak
akurat mempengaruhi kelancaran penyaluran Rastra. Hal im tentu
harus ada perbaikan-perbaikan dalam hal ini pemutakhiran data
penerima/KPM Program Rastra di Kabupaten Bulungan agar tepat
sasaran.
d.  Variabel [ingkungan

Variabel lingkungan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat
dan tingkat kemajuan teknologi rendah berkaitan dengan profesi

masyarakat sebagai petani, nelayan, buruh dan mempunyai pekerjaan

127

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf

yang tidak menetap, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih
rendah dan tradisional, hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan
informasi program Rastra, maka dari itu usaha-usaha yang dilakukan
untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu peningkatan kemampuan
masyarakat dalam pemahaman terhadap Program Rastra melalul
sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar
mendukung implementasi kebijakan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan.
B. Saran
Berdasarkan analisis pada pembahasan  hasil penelitian serta
kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, penelitian i kemudian
memberikan rekomendasi melalui saran-saran yang dapat digunakan sebagat
pedoman atas dasar implementasi program bagi berbagai pihak yang dapat
ditinjau dari 2 (dua) saran yaitu :
1. Saran Teoritis
Konsep implementasi program sebagai bentuk pengembangan dari
teori implementasi pada Program Rastra di Kabupaten Bulungan dalam
pengembangan lebih lanjut maupun pengapliasian terhadap konsep-
konsep implementasi program baik menyangkut aspek komunikasi,

struktur birokrasi, karakteristik masalah dan variabel lingkungan.

=

Saran Praktis
a.  Komunikasi, perlunya peningkatan frekuensi sosialisasi dan
peningkatan pengawasan Program Rastra di Kabupaten

Bulungan.
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b.  Struktur Birokrasi, perlunya dukungan dan peningkatan
koordinasi antar OPD dan instansi vertikal terkait Propram Rastra
di Kabupaten Bulunngan.

c.  Karaketristik Masalah, perlunya perbaikan-perbaikan dalam hal
pemutakhiran data penenima/KPM Program Rastra  di
Kabupaten Bulungan agar tepat sasaran.

d. Variabel Lingkungan, perlunya para implementor untuk
meningkatkan kemampuan pemahaman masyarakat dan
menjelaskan secara rinci tentang Program Rastra melaui
sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan

Program Rastra.
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PEDOMAN WAWANCARA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERTANYAAN

INFORMAN

1. Implementasi Kebijakan Program
Rastra di Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Bagaimanakah Implementasi
Kebijakan Program Rastra
Kabupaten Bulungan?

. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa { DPMD)
Kabupaten Bulungan

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

. Kepala Seksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

. Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat kecamatan

. KPM

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
hasil Implementasi kebijakan
Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ( Teori George C. Edward
111 dan Daniel A.Mazmanian & Paul
Sabatier)

Menurut George C. Edward I

A. Komunikasi

1. Bagaimanakah pelaksanaan
sosialisasi Program Rastra di
Kabupaten Bulungan?

. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Bulungan

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

. Kepala Seksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat Desa dan
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Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

. Kasubdivre Perum BULOG

Tarakan

. Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan

Kesejahteraan Rakyat kecamatan

. Aparat Desa
. KPM

2. Bagaimanakah cara penyampaian
informasi dalam pelaksanaan
Program Rastra di Kabupaten
Bulungan?

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

. Kepala Seksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

. Kepala Seksi Sosial Ekonomi

dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan

. Aparat Desa
. KPM

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

. Kepala Seksi Pemberdayaan

3. Sejavhmana konsistensi aturan Swadaya Masyarakat dan Usaha
dalam pelaksanaan Program Ekonomi Desa DPMD kabupaten
Rastra? Bulungan

. Kepala Seksi Sosial Ekonomi
dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan
B. Sumber daya

1. Bagaimana  bentuk struktur
pelaksana Program Rastra di
Kabupaten Bulungan?

1. Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

2. Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

3. Kepala Subdivre Perum
BULOG Tarakan

4. Kepala Seksi Sosial Ekonomi
dan K csejahteraan Rak yat
kecamatan Peso Hihr
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2. Bagaimana bentuk informasi dalam
pelaksanaan Program Rastra di
Kabupaten Bulungan?

1. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

2, Kepala Seksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

3. Kepala Seksit Sosial Ekonomt

dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan

4. Kepala Seksi Harga Pasar,

pengadaan dan Pelayanan
Publik Perum BULOG Divre
Tarakan

3. Sejauhmana wewenang Pelaksana
Program Rastra dalam
Implementasi Program Rastra?

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

. Kepala Seksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

. Kasubdivre Perum BULOG

Tarakan

4. Fasilitas pendukung yang
dibutuhkan dalam Program Rastra?

. Kepala Seksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kabupaten
Bulungan

. Kepala Seksi Sosial Ekonomt

dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Peso Hilir

C. Disposisi

l. Bagaimanakah sikap pelaksana
Program Rastra di Kabupaten
Bulungan?

Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Sosial Ekonom
dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Peso Hilir
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2. Bagaimanakah

proses
perekrutan/pengaturan  Pelaksana

KepalaDPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Sosial Ekonomt
dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Peso Hilir

Program Rastra di Kabupaten
Bulungan?
Apakah ada insentif yang
diberikan  kepada  pelaksana
Program Rastra di Kabupaten
Bulungan?

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

Kepala Seksi Sostal Ekonomi
dan Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan

D. Struktur Birokrasi

1.

Bapaimanakah Standar Operating
Procedures (SOP) pelaksanaan
Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ?

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

. Kepala Seksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

Bagaimana koordinasi antar
pelaksana Program Rastra d:
Kabupaten Bulungan?

Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonom:i Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

Kepala Subdivre Perum BULOG
Tarakan

Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat kecamatan
Peso Hilir
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Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul
Sabatier

A. Karakteristik Masalah

1. Bagaimana tingkat kesulitan
masalah Program Rastra?

Kepala Bidang Sosial Budaya
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

2. Bagaimana kemajemukan dari
Kelompok sasaran?

Y

Kepala Bidang Sosial Budaya
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Scksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

3. Bagaimana proporsi kelompok
sasaran terhadap populasi?

Kepala Bidang Sosial Budaya
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan
KepalaDPMD Kabupaten
Bulungan

B. Karakteristik Kebijakan

1. Bagaimanakah kejelasan  isi
kebijakan Program Rastra?

Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

Kepala Seksi Sosial Ekonomi
dan KesejahteraanRakyat
kecamatan Peso Hilir
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Kepala Subdivre Perum
BULOG Tarakan

Kepala Seksi Harga Pasar,
pengadaan dan Pelayanan
Publik Perum BULOG Divre
Tarakan

Kepala Gudang BULOG
Tanjung Selor

2. Seberapa

besar alokasi
sumberdaya finansial terhadap
kebijakan Program Rastra?

Ll

Kepala Bidang Sostal Budaya
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan

Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

. Seberapa besar adanya
keterpautan dan dukungan antar
berbagai institusi pelaksana?

Kepala Bidang Sosial Budaya
Bappeda dan Litbang
Kabupaten Bulungan

Kepala Bidang Pemberdayaan
MasyarakatDPMD Kabupaten
Bulungan

4, Kejelasan dan kensistensi aturan

yang ada pada badan pelaksana
Program Rastra?

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

~ Tingkat  komitmen
terhadap kebijakan
Rastra?

aparat
Program

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

Kepala Subdivre Perum
BULOG Tarakan

Kepala Gudang BULOG
Tanjung Selor
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C. Variabel Lingkungan

I

1. Bagaimana kondisi sosial Kepala Bidang Sosial Budaya
ekonomi  masyarakat dan Bappeda dan Litbang Kabupaten
tingkat kemajuan teknologi? Bulungan
2. Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan

3. Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomt Desa DPMD
Kabupaten Bulungan

4. Kepala Seksi Sosial Ekonomi
dan KesejahteraanRak yat
kecamatan Peso Hilir

5. KPM

1. Kepala DPMD Kabupaten
Bulungan
_ ) 2. Kepala Bidang Pemberdayaan
2. Bagaimana dukungan publik Masyarakat DPMD Kabupaten
terhadap kebijakan Program Bulungan
Rastra? 3. Kepala Scksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPM D
Kabupaten Bulungan

1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten

3. Bagaimana  sikap  dan Bulungan
kelompok pemilih | 2- Kepala Scksi Pemberdayaan
: . Swadaya Masyarakat Desa dan
tit
l()cons I ui_:cyt‘g;oup s) terhadap Usaha Ekonomi Desa DPM D
Togram asira Kabupaten Bulungan
3. Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan
KesejahferaanRakyat kecamatan
Peso Hilir
1. Kepala Bidang Pemberdayaan
4. Bagaimana tingkat komitmen Masyarakat DPMI Kabupaten
dan ketrampilan dari aparat dan Bulungan .
implementor? 2. Kepala Seksi Pemberdayaan
P ' Swadaya Masyarakat Desa dan
Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kabupaten Bulungan
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3. Kepala Seksi Sostal Ekonomt dan
KesejahteraanRakyat kecamatan

Peso Hilir
4. Kepala Subdivre Perum BULOG
Tarakan
3. Usaha-usaha yang dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulungan terhadap faktor-faktor
penghambat dalam hasil
implementasi kebijakan Program
Rastra?
1. Kepala DPMD Kabupaten

Sehubungan dengan faktor penghambat Bulungan _
dalam implementasi Program Rastra di [ 2. Kepala Bidang Sosial Budaya
kabupaten Bulungan, apa usaha-usaha Bappeda dan Litbang Kabupaten

. . Bulungan
yang  dilakukan unt:k mengatast | 5 Kepala Bidang Pemberdayaan
permasalahan  tersebut ? Masyarakat DPMD Kabupaten
Bulungan
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Lampiran

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL :  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala DPMD Kab.Bulungan

1. Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Pertanyaan :
Bagaimanakah implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ?

Jawaban :

“Pemerintah Kabupaten Bulungan mengalokasikan anggaran untuk Program
Rastra melalui DPA DPMD Kabupaten Bulungan, anggaran yang
dialokasikan untuk HTR gratis sebesar Rp. 1.600/kg dan subsidi ongkos
angkut dari jumlah pagu Rastra di Kabupaten Bulungan sebanyak 768.240
kg. HTR gratis sangat membantu bagi KPM, dalam hal ini KPM tidak
berkewajiban membayar Rastra sebesar Rp. 1.600/Kg(hasil wawancara pada
tanggal 19 Januari 2018).

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward III dan Daniel A.Mazmanian & Paul Sabaiier).

Menurut George C.Edward IH1;

A. Koemunikasi

Pertanyaan :
Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Pemerintah Kab.Bulungan melaksanakan Sosialisasi Program Rastra
diwilayah Kab Bulungan setelah Pemenntah Provinsi Kalimantan Utara
melaksanakan Sosialisasi dan Peluncuran Program Rastra Provimsi
Kalimantan Utara (hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kab.Bulungan
pada tanggal 19 Januari 2018).

B. Disposisi

Pertanyaan :
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1. Bagaimanakah sikap pelaksana Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Aparat pelaksana program Rastra di Kab.Bulungan sebagai penentu
keberhasilan Program Ratra di Kab.Bulungan, diharapkan para pelaksana
dapat melaksanakan kebijakan program Rastra dengan penuh tanggung
jawab sesuai dengan jabatannya, agar tercapai tujuan Program Rastra
Untuk  (hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kab.Bulungan pada
tanggal 19 Januari 2018).

2. Bagaimanakah proses perekrulan/pengaturan Pelaksana Program Rastra
di Kab.Bulungan?

Jawaban :

Aparat pelaksana program Rastra di Kab.Bulungan berdasarkan Tim
koordinasi Program Rastra Kab.Bulungan yang ditetapkan berdasarkan
SK Bupati Bulungan (hasil wawancara dengan Kepala DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 19 Januari 2018).

C.  Struktur Birokrasi

Pertanyaan :

Bagaimanakah koordinasi antara Pelaksana Program Rastra di
Kabupaten. Bulungan ?

Jawaban :

DPMD Kab.Bulungan sebagai sekretariat Tim Koordinasi Program Rastra,
memfasilitasi rapat-rapat atau pertemuan serta meyediakan dana operasional.
Sesuai komitmen pemerintah daerah pada Program Rastra, maka Pemerintah
Daerah melalui DPMD Kab.Bulungan mengganggarkan biaya operasional
untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 19 Januari 2018).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier:

A.  Karakteristik Kebijakan

Perianyaan :
I.  Bagaimanakah kejelasan isi kebijakan Program Rastra?

Jawaban :

Program Rastra merupakan program nasional yang dilaksanakan olch
Pemerintah Kab.Bulungan, dasar pelaksanaan Program Rastra di
Kab Bulungan berdasarkan SK Pagu Rastra dan KPM Rastra serta
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Petunjuk Teknis (Juknis) Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 1 Februari 2018).

2. Scberapa besar alokasi sumberdaya finansial terhadap kkebijakan
Program Rastra?

Jawaban :

Dana pendampingan Program Rastra di Kab.Bulungan diakomodir
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab.Bulungan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ODP1 DPMD Kab Bulungan.
Kegiatan Fasilitasi Raskin dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) (hasil
wawancara dengan Kepala DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 1
Februari 2018).

B.  Variabel Lingkungan

Pertanyaan :
1. Bagaimana dukungan politik terhadap kebijakan Program Rastra?

Jawaban :

Dalam pelaksanaan program Rastra yang bertujuan pemenuhan
kebutuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah, tidak dapat
dipungkiri dukungan masyarakat mempunyai peran dalam keberhasilan
Implementasi Program Rastra di Kab.Bulungan (hasil wawancara
dengan Kepala DPMD Kab Bulungan pada tanggal 1 Februan 2018).

2. Bagaimana sikap dari kelompok pemilih terhadap Program Rastra?

Jawaban :

Program Rastra merupakan program yang mendapat perhatian besar
dari Pemerintah Daerah Kab Bulungan Karena berkaitan erat dengan
permasalahan penanggulanan kemiskinan, Pada sebap kegiatan
pelaksanaan suatu program terkadang ada yang pro dan kontra terhadap
aturan atau ketentuan suvafu program, begitu juga halnya dengan
Program Rastra yang dilaksanakan (Kepala DPMD Kab.Bulungan
pada tanggal 1 Februan 2018).

3. Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab.Bulungan
terhadap faktor-faktor penghambat dalam hasil implementasi kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan?

Pertanyaan :
Sehubungan dengan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan
Program Rastra di Kab.Bulungan terkait teori ?

i. Komunikast
a. Transmisi
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Jawaban :

Sosialisasi yang kurang epektif yang menyebabkan kurangnya penyampaian
informasi, maka dan itu tim koordinasi Program Rastra perlu
mempertimbangkan kembali langkah-langkah yang harus ditempuh untuk
komunikasi yang baik (hasii wawancara dengan Kepala DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 18 Februari 2018).

2. Struktur Birokrasi
a. Standard Operating Procedures (SOP)

Jawaban :

Pelaksanaaan Program Rastra di Kab.Bulungan mengacu pada Pedoman
Umum, Juklak dan Juknis Program Rastra, tidak didukung SOP dalam
pelaksaanan Program Rastra, maka dari itu perlu perbaikan pada prosedur
Program Rastra untuk proses pelaksanaannya (hasil wawancara dengan
Kepala DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 18 Februari 2018).

b. Fragmentasi

Jawaban :

OPD Kab.Bulungan dan instansi teknis terkait Program Rastra saling
berkoordinasi terkait tugas dalam pelaksanaan Prgram Rastra, namun hal
tersebut dirasakan kurang, maka dan itu perlu perbaikan koordinasi antar
OPD Kab.Bulungan dan instansi vertikal terkait agar tujuan dapat tercapai
(hasil wawancara dengan Kepala DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 18
Februari 2018).

3. Karakteristik dari masalah
a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Jawaban :

Terdapat  kesulitan dalam proses pelaksanaannya selain dengan data
penerima yang tidak tepat sasaran, maka perlu perbaikan-perbaikan dalam hal
tesebut guna kelancaran Program Rastra (hasil wawancara dengan Kepaia
DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 18 Februari 2018).

4. Lingkungan Kebijakan
a. Kondist sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologt.

Jawaban :

Kondisi masyarakat yang masih mempertahankan adat-istiadat dan hidup
secara tradisional  berpengaruh terhadap taraf hidupnya dan belum
memanfaatkan teknologi mempunyai pengaruh dalam hal penerimaan
informasi program Rastra, maka dari itu perfu peningkatan kemampuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43680.pdf

masyarakat dalam pemahaman terhadap program Rastra melalui sosialisasi
dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat demi peningkatan kehidupan
masyarakat yang lebih baik (hasil wawancara dengan Kepala DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 18 Februari 2018).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL :  Faktor-faktor yang mempengarchi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan

1. Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Pertanyaan :

1.  Bagaimanakah implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ?
Jawaban :

Terdapat KPM Rastra di Kabupaten Bulungan yang tidak tepat sasaran,
pembagian Rastra yang tidak tepat jumlah karena dibagi rata,
keterlambatan distribusi Rastra , kulitas beras yang kurang baik dalam
penyalurannya. Sedangkan untuk Harga Tebus Rastra (HTR) gratis
bagi KPM di Kabupaten Bulungan (hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pemnberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal
19 Januari 2018).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward Il dan Daniel A Mazmanian & Paul Sabatier).

Menurut George C.Edward III:
A. Komunikasi

Pertanyaan :
1.  Bagaimanakah pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Dalam hal ini Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan oleh Biro
Pecrekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku
sekretariat Tim Koordinasi Program Rastra Provinsi Kalimantan Utara,
dengan mengundang Tim Koordinasi Program Rastra Provinsi
Kalimantan Utara dan Tim Koordinasi Program Rastra Kabupaten/Kota
se-Kaltara, yang dilaksanakan pada bulan April 2017 di Tarakan (hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).
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2.  Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan
Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Dilaksanakan pertemuan melalui sosialisasi yang sekaligus bertujuan
penyampaian informasi petunjuk teknis (Juknis) Program Rastra yang
disusun oleh Tikor Rastra Kab.Bulungan dan Rapat Koordinasi
(Rakor) yang bertujuan untuk monitoring evaluasi pelaksanaan
Program Rastra dimasing-masing kecamatan di Kab.Bulungan
sehingga data diidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kendala
permasalahan pelaksanaan Program Rastra ditahun sebelumnya (hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas
Pemberberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bulungan pada tanggal
22 Januari 2018)

3. Sejanhmana konsistensi aturan dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban:

Aturan atau mekanisme dalam pelaksanaan Program Rastra mengalami
perubahan, contohnya KPM Rastra pada tahun 2015 adalah RTS
(Rumah Tangga Sasaran), sedangkan pada tahun 2016-2017 KPM
Rastra adalah berdasarkan KK (hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal
22 Januari 2018).

B. Sumber daya

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk struktur pelaksana Program Rastra di
Kab Bulungan?
Jawaban :

Terjadi perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah DPMD
Kab.Bulungan sebagai pelaksana Program Rastra serta mutasi pejabat
struktural yang sebelumnya termasuk dalam Tim Koordinasi Program
Rastra tahun sebelumnya, schingga scbagian pelaksana Program Rastra
Kab.Bulungan yang melekat pada jabatan strukturai merupakan
personil baru .Adanya keterlambatan distribusi dikarenakan [aktor staf
yang kurang memadai yaitu proses terkait dengan administrasi di kantor
karena membutuhkan proses yang panjang, hal im sangat
mempengaruhi kualitas beras karena terjadi penumpukan di dalam
gudang vang disebabkan keterlambatan dalam penyaluran ke Keluarga
Penecima Manfaat (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22
Januari 2018).
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2. Bapaimana bentuk informasi dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan?
Jawaban :
Aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Program Rastra
vang disusun oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Pemerintah
Kab.Bulungan dalam hal ini Tim Koordinasi Program Rastra
Kab.Bulungan menyusun Petunjuk Teknis Prograrn Rastra
Kab.Bulungan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program
Rastra Provinsi Kalimantan Utara (hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal
22 Januari 2018).

3. Sejauhmana wewenang Pelaksana Program Rastra dalam implementasi
Program Rastra di Kab.Bulungan?
Jawaban ;
Program Rastra merupakan program nasional, wewenang dimiliki oleh
Kementerian Sostal Republik Indonesia misalnya dalam menentukan
Keluarga Penerima Manfaat Rastra (KPM) Kab/Kota/Provinsi se-
Indonesia, Penetapan pagu Program Rastra Kab/Kota/Provinsi se-
Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januarn 2018).

C. Disposisi

Pertanyaan
1.  Bagaimanakah sikap Pelaksana Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban ;

Tidak semua pelaksana Program Rastra di Kab.Bulungan sepenuhnya
menjalankan kebijakan-kebijakan Program Rastra karena beranggapan
lebih mementingkan  kepentingan warga lainnya dengan azas
kebersamaan dan bertujuan menghindari konflik masyarakat. (hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

2. Bagaimanakah proses perekrulan/pengaturan Pelaksana Program
Rastra di Kab.Bulungan?
Jawaban :
Tim Koordinasi Program Rastra Kab.Bulungan beranggotakan dari
Organisasi Perangkat Daerah OPD  dan instansi vertikal terkait
pelaksanaan Program Rastra (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22
Januari 2018).
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3. Apakah ada insentif yang diberikan kepada pelaksanan Program Rastra
di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Dianggarkan honorariunvinsentif untuk Tim Koordinasi Program
Rastra Kab.Bulungan pada APBD Kab.Bulungan (hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

D.  Struktur Birokrasi
Pertanyaan :

1. Bagaimanakah Standar Operating Procedures (SOP) pelaksanaan
Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Berdasarkan juknis Program Rastra, Data KPM Rastra berasal dari data
by name by addres (BNBA) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial
Republik  bersumber dani PPLS 2015 Data disampaikan oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan R1
kepada Gubernur/cq.Ketua Tikor Rastra masing-masing Provinsi,
selanjutnya Tikor Rastra Provinsi menyampaikan data tersebut kepada
Bupati/cq.Tikor Rastra Kab.Bulungan, Untuk selanjutnya data BNBA
KPM Rastra di sampaikan kepada Camat se-Kab.Bulungan untuk di
validasi. Pada BNBA terdapat data KPM Rastra data penerima
akibatnya banyak masyarakat yang seharusnya menerima Rastra tidak
menerima (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

2.  Bagaimanakah koordinasi antar pelaksana Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Tugas Tim Koordinast Program Rastra Kab Bulungan adalah
melaksanakan koordinasi dan monitoring Program Rastra, koordinasi
antar anggota yang termasuk tim dan berbagai OPD Kab.Bulungan
yaitu: DPMD, Bappeda dan Litbang , Dinas Sosial, Bagian Hukum
Setda , Kecamatan se-Kab.Bulungan dan Instansi vertical yaitu:
BPS,Subdivte  Perum BULOG Tarakan yang terkait dengan
pelaksanaan Program Rastra (hasil wawancara Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22
Januar: 2018).
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Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier :

A.  Karakteristik Masalah

Pertanyaan :

1.  Bagaimana tingkat kesulitan masalah Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ?
Jawaban :

Pada pelaksanaan Program Rastra di Kab.Bulungan, salahsatu
permasalahan yang dihadapi adalah data penerima Program Rastra
(KPM), adanya KPM Rastra yang tidak tepat sasaran yang
mempengaruhi ketepatan waktu penyaluran Rastra, dan hal ini menjadi
permasalahan setiap tahunnya dalam Program Rastra.  Adapun
permasalahan Jlain yang dihadapi dalam pelaksaan Program Rastra
adalah keterlambatan distribusi Rastra yang disebabkan birokrasi yang
panjang dan juga disebabkan kondist geografis Kab.Bulungan (hasil
wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 5 Februari2018).

2. Bagaimanakah kemajemukan dari kelompok sasaran penerima Program
Rastra?

Jawaban :

Beras Rastra untuk KPM dengan ketentuan 15 Kg/KPM/Bulan, hal
tersebut terkadang tidak berlaku disemua K ecamatan di Kab.Bulungan,
hal im1 disebabkan warga yang tidak termasuk KPM Rastra juga
menginginkan Rastra, untuk menghindan kecemburuan social dan
untuk kebersamaan masyarakat Tradisi gotong royong masyarakat
desa apabila ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan didesa, beberapa
warga tidak mau ikut gotong royong lagi apabila tidak mendapatkan
Rastra. Menindaklanjuti tersebut pelaksana Program Rastra di
Kecamatan dan Desa menyetujut hal tersebut untuk ketentraman
masyarakat (hasil wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 5 Februari.2018).

B.  Karakieristik Kebijakan
Pertanyaan :
1. Bagaimana kejelasan isi kebijakan Program Rastra?

Jawaban :

Juknis Program Rastra disusun setiap tahunnya yang berdasarkan
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara, yang mengatur  ketentuan-ketentuan dalam
pelaksanaan Program Rastra, namun tidak ada Standar Operational
Prosedur (SOP) dalam pelaksaan Program Rastra (hasil wawancara
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Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan
pada tanggal 5 Februari 2018),

2. Seberapa besar alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan
Program Rastra?

Jawaban :

Dana pendampingan mengalami fluktuasi anggaran setiap tahunnya,
hal i juga disebabkan Kabupaten Bulungan mengalami defisit
anggaran APBD, sehingga OPD menganggarkan Program Rastra sesuai
dengan anggaran yang disediakan (hasil wawancara Kepala Bidang
Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab Bulungan pada tanggal 5
Februari 2018).

3. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai
tnstitusi pelaksana?

Jawaban :

Dukungan antar berbagai OPD Kab.Bulungan dan instansi vertkal
tertuang pada SK Tim Koordinasi Program Rastra Kab.Bulungan,
berdasarkan tugas dan fungsi dari Jabatan structural yang diemban
dalam suatu OPD di Kab.Bulungan dan di instansi vertikal, namun pada
pelaksaanaannya tidak semua anggota tim menjalankan tugas dan
fungsinya pada Tim Koordinasi Program Rastra, hal ini menyebabkan
koordinasi antar berbagai inslanst pelaksana kurang optimal (hasil
wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 5 Februari 2018),

4,  Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan
pelaksana Program Rastra?

Jawaban :

Program Rastra yang dilaksanakan OPD Kab.Bulungan dan instansi
vertikal terkait berdasarkan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan
yang telah ditetapkan. Ketentuan dan aturan tersebut tertuang dalam
Juknis Program Rastra dan SK Bupati Bulungan (hasil wawancara
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMIDD  Kab.Bulungan
pada tanggal 5 Februan 2018).

5. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebjakan Program
Rastra?

Jawaban :

Aparat pelaksana Program Rastra pada dasarnya berkomitmen ingin
melaksanakaan semua aturan dan ketentuan yang berlaku pada Program
Rastra, namun terkadang aturan atau ketentuan tidak dapat diterapkan
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(hasil wawancara Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 5 Februari 2018).

C.  Variabel Lingkungan

Pertanyaan :

1.  Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi?

Jawaban ;

Program Rastra yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat berpenghasilan rendah merupakan program yang tepat
dilaksanakan di Kab.Bulungan karena ada masyarakat Kab.Bulungan
yang layak mendapatkan Rastra (hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada
tanggal 5 Februari 2018).

2. Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan Program Rastra?

Jawaban :

Dukungan publik dalam hal ini masyarakat disekitar KPM Ratsra yang
turut mendukung pelaksanaan Program Rastra diwujudkan dengan
dukungan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuka adat
setempat. (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat DPMD Kab.Bulungan pada tangga! 5 Februan 2018).

2, Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab.Bulungan
terhadap faktor-faktor penghambat dalam hasil implementasi Program
Rastra?

Pertanyaan :

Sehubungan dengan faktor penghambat dalam implementasi Program Rastra
di Kab.Bulungan

1.  Komunikasi
a. Transmisi

Jawaban ;

Sosialisasi Program Rastra kurang epektif, hal ini dikarenakan kurangnya
sosialisasi, maka dari itu perlunya perbaikan terhadap komunikasi yartu
sosialisasi agar dapat ditingkatkan sehingga program Rastra dapat dipahami
(hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 18 Februarn 2018).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL :  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa
dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kab,Bulungan

1. Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Pertanyaan :

1.  Bagaimanakah implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ?
Jawaban :

KPM Rastra di Kabupaten Bulungan berdasarkan ketentuan Rastra
hanya dibenkan kepada KPM yang terdaftar dalam Daftar
Penerima Manfaat Rastra (DPM-1) sesuai data By Name By Addres
{(BNBA) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan ditetapkan oleh
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
Data BNBA yang digunakan terdapat data yang sudah tidak sesuai
dengan kondisi sekarang, terdapat KPM Rastra yang meninggal dunia,
pindah tempat tinggal dan perubahan status yang sudah tidak
layak/layak mendapatkan Rastra. Berdasarkan ketentuan jumlah beras
Rastra yang merupakan hak KPM sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu 15 kg/KPM/bulan. Hal tersebut disebabkan data yang
tidak tepat sasaran, sehingga yang tidak termasuk Daftar Penerima
Manfaat Rastra (DPM-1) menginginkan juga Rastra. Menyikapi hal
tersebut untuk menghindari kecemburuan sosial maka beras Rastra
dibagi rata kepada yang menginkan Rastra. Penyaluran Rastra sering
dirape! setiap bulannya, berdasarkan ketentuan waktu pelaksanaan
distribusi beras kepada KPM sesuai dengan rencana distribusi Rastra
yang disalurkan setiap bulan. Hal tersebut disebabkan kurangnya
sumber daya, kondisi geografis Kabupaten Bulungan serta panjangnya
birokrasi penyaluran Rastra yang mehbatkan Pemenntah
Pusat,Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan pelaksana Distribusi. Tidak
terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kuaiitas beras
BULQG, hal tersebut disebabkan karena faktor geografis dan cuaca di
Kabupaten Bulungan yang sebagian besar menggunakan jalur sungai
serta penjangnya birokrasi sampai Rastra di terima KPM, hal int
disebabkan Program Rastra melibatkan Pusat, Provinsi, Kabupaten,
kecamatan sampai pelaksana distribusi, mengakibatkan beras terlalu
lama disimpan digudang sehingga kualitas Rastra kurang baik (hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayan Swadaya Masyarakat
Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD pada tanggal 19 Januart 2018).
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2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward Il dan Daniel A.Mazmanian & Paul Sabatier).

Menurut George C. Edward IH

A. Komunikasi

Pertanyaan ;

1.  Bapaimanakah pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra di
Kab.Bulungan ?
Jawaban :

Acara sosialisasi sekaligus Peluncuran Program Rastra Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017. Nara Sumber kepiatan Sosialisasi
Program Rastra Provinst Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) orang
yang berasal dan Kementerian Koordinantor Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Kementerian Republik Indonesia dan berasal dari
Bappenas, berdasarkan Undangan Sosialisasi Program Rastra Provinsi
Kalimantan Utara tahun 2017. Narasumber dart Kementerian
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik
Indonesia selaku Tim Koordinasi Program Beras Sejahtera Pusat
berhalangan hadir, dikarenakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan,
Narasumber hanya dari Bappenas yang menyampaikan materi
Sosialisasi, sehingga peserta yang hadir acara sosialisasi tidak dapat
menerima materi sosialisasi Program Rastra maksimal. Selanjutnya
Tim Koordinast Program Rastra Kab.Bulungan Tahun 2017
melaksanakan Rapat koordinasi Program Rastra dengan mengundang
anggota Tim Koordinasi Program Rastra Kab.Bulungan  yang
dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Tanjung Selor. Sosialisasi
Program Rastra dilaksanakan disetiap Kecamatan sebelum penyaluran
Rastra, sosialidasi dilaksanakan 1 (kali} di setiap kecamatan di
Kab.Bulungan, dengan melibatkan anggota Tim Koordinast Program
Rastra Kab.Bulungan. Sosialisasi Program Rastra hanya dilaksanakan
di Kota kecamatan di Kab.Bulungan(hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi
Desa DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januan 2018).

!\J

Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan
Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Untuk koordinasi dan mendapatkan perkembangan informasi mengenai
Program Rastra di Kab.Bulungan, sosialisast dan Rakor Program Rastra
sangat penting dilakukan, pada rakor dapat didengarkan permasalahan-
permasalahan dan keluhan-keluhan dari masing-masing pelaksana
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Program Rastra Kecamatan, walaupun pada setiap Rakor tidak semua
peserta dapat hadir, hasil sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) oleh
Tim Koordinasi Program Rastra Kab.Bulungan akan disampaikan pada
pelaksana Program Rastra di kecamatan (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018),

3. Sejauhmana konsistensi aturan dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Terjadi banyak perubahan mekanisme penyaluran bantuan Rastra,
salahsatunya adalah istilah Program Raskin berubah menjadi Program
Rastra sejak tahun 2017, dan mekanisme pergantian DPM-Rastra yang
mengalami perubahan dan tahun sebelumnya (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya DPMD Pemberdayaan dan
Masyarakat Desa Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

B. Sumber daya

Pertanyaan :

1.  Bagaimana bentuk struktur pelaksana Program Rastra di
Kab.Bulungan?
Jawaban :

Struktur Organisasi Perangkat Daerah DPMD  Kab.Bulungan
mengalami perubahan selain itu juga ada mutasi pejabat strukutural
yang menjadi pelaksana Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi
Desa DPMD  Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

2. Bagaimana bentuk informasi dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan?

Jawaban :

Petunjuk Teknis Program Rastra Kab.Bulungan disusun setiap tahun
berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra Provins:
Kalimantan Utara dan kondisi daerah setempat (hasil wawancara
dengan Kepala Scksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

3. Sejauhmana wewenang pelaksana Program Rastra dalam implementasi
Program Rastra di Kab.Bulungan?

Jawaban :
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Gubernur Kalimantan Utara menetapkan SK Pagu Program Rastra
Kabupaten /Kota se-Kalimantan Utara berdasarkan Surat penetapan
Pagu Rastra Provinsi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, SK Pagu Rastra
Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar pembuatan SK Pagu Rastra
Kab.Bulungan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan
Swadaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kab.Bulungan
pada tanggal 22 Januari 2018).

4. Fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam Program Rastra di
Kab.Bulungan?
Jawaban :
Fasilitas sarana pendukung Program Rastra dirasakan masih kurang
adalah alat transportasi, untuk kecamatan-kecamatan di Kab.Bulungan
scbagian ada yang menggunakan transportasi darat dan sebagian hanya
bisa menggunakan transportasi air  karena dikarenakan kondisi
geografis, menggunakan alat transportasi air harga relatif mahal karena
menggunakan BBM dan terbatasnya jumlah alat transportasi, selain itu
kurangnya prasarana pendukung Program Rastra adalah sebagian besar
kecamatan-kecamatan di Kab Bulungan belum tersedia gedung
penyimpanan beras dan fasilitas listrik dad PLN, dan hanya
mengandalkan Genset dan PLTS (hasil wawancara dengan Kepala
Seks1 Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

C. Disposisi

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah proses perekrutan Pelaksana Program Rastra di
Kab.Bulungan ?
Jawaban :

Struktur Organisasi Perangkat Daerah DPMD  Kab Bulungan
mengalami perubahan selain itu juga ada mutasi pejabat strukutural
yang menjad: pelaksana Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

2. Apakah ada insentif yang diberikan kepada pelaksana Program Rastra
di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Belanja Honorarium Tim Koordinasi Program Rastra Kab.Bulungan
dianggarkan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa
Kab.Bulungan tahun 2017 (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januan 2018).
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D.  Struktur Birokrasi
Pertanyaan :

1. Bapaimanakah Standar Operating Procedures (SOP) pelaksanaan
Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Untuk menghadapi kondisi tersebut dimungkinkan perubahan DPM
Rastra yang tidak didukung SOP, hanya berdasarkan juknis sebagai
berikut:

- Perubahan/pembaharuan DPM  Rastra dilakukan melalui
Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan
Program Rastra

- Melalui Mudes/Muskel  ditetapkan  keluarga yang
diganti/disalurkan dari DPM dan keluarga pengpanti/masuk
kedalam DPM

- Kelurga Peserta Program Keluarga Harapan harus mendapatkan
Rastra dan tidak oleh dikeluarkan dari DPM Rastra.

- KPM Rastra yang dapat diganti /dikeluarkan dari DPM adalah
KPM yang pindah alamat keluar desa/kel, KPM yang seluruh
anggotanya meninggal dan KPM yang dilai oleh Musdes/Muskel
sudah tidak layak sebagai penerima Rastra

- Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM pengganti
diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurangmampu.

Namun pada kenyataannya yang terjadi pada penyaluran Program
Rastra di beberapa kecamatan, banyak juga yang menginginkan Rastra,
sedangkan Pagu Rastra yang tersedia tidak mencukupi yang pada
akhimya Rastra dibagi rata untuk menghindari kecemburuan sosial
antar sesama warga (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januari 2018).

2.  Bagaimanakah koordinasi antar pelaksana Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Koordinasi pelaksana Program Rastra dilaksanakan dalam bentuk
pertemuan atau rapat koordinasi untuk menyampaikan perimasalahan
dalam pelaksanaan Program Rastra, koordinasi saat ini selain melalui
pertemuan juga menggunakan media telepon (hasil wawancara dengan
Kepala Sekst Pemberdayaan Swadaya Masyarakat desa dan Usaha
Ekonomi Desa DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 22 Januar 2018},
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Teori Daniel A, Mazmanian & Paul Sabatier:
A.  Karakteristik Masalah

Pertanyaan :

1.  Bagaimana tingkat kesulitan masalah Program Rastra?

Jawaban :

Data KPM tidak tepat sasaran disebabkan karena data yang kurang
akurat, data KPM Rastra berdasarkan data PPLS 2015 yang dikelola
oleh kementerian Sosial RI yang selanjutnya disampaikan ke Provinsi
Kalimantan Utara dan diteruskan ke Kab.Bulungan, banyak data
penerima Rastra yang tidak sesuat karena pindah tempat, meninggal
dunia atau sudah sejahtera (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kab Bulungan pada tanggal 7 Februari 20i8).

2. Bagaimana kemajemukan dari Kelompok sasaran??

Jawaban :

Menanggapi hal tersebut beras Rastra dibagi rata kepada semua warga
yang menginginkan Rastra, menyebabkan beras Rastra yang diterima
tidak tepat jumlah sesuai dengan ketentuan 15/Kg/KPM/Bulan (hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat
Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD  Kab.Bulungan pada tanggal
7 Februan 2018).

B.  Karakteristik Kebijakan

Pertanyaan -

1.  Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan
pelaksana Program Rastra?

Jawaban :

Juknis Program Rastra memuat ketentuan pelaksaanaan Program Rastra
Kab.Bulungan di tahun berjalan (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa
DPMD Kab.Bulungan pada tanggail 7 Februari 2018).

2. Bagaimana kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan
pelaksana Program Rastra?
Jawaban :
Juknis Program Rastra mengatur pelaksanaan Program Rastra di
Kab. Bulungan, OPD Kab.Bulungan terkait dan instansi vertikal terkait
mempunyai peranan masing-masing dalain pelaksanaan Program
Rastra (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya
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Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kab.Bulungan
pada tanggal 7 Februari 2018).

3. DBagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan Program
Rastra?

Jawaban :

Aturan dan ketentuan yang tertuang didalam Pedum,Juklak dan Juknis

Program Rastra tidak semua dapat dijalankan diseluruh wilayah

Kab.Bulungan sebagai berikut :

- Rastra yang didistribusikan ke KPM tidak tepat jumliah yang
scharusnya 15 Kg/KPM/Bulan yang pada kenyataannya Rastra
yang diterima tidak tepat jumlah karena dibagi rata dengan
masyarakat yang juga menginginkan Rastra Rastra

- Rastra yang didistribusikan ke KPM tidak tepat waktu yang
seharusnya diterima setiap bulan, yang pada kenyataannya Rastra
yang diterima mengalami keterlambatan (dirapel)

Rastra yang didistribusikan ke KPM tidak tepat kualitas yang

seharusnya Rastra diterima sesum dengan Kkualitas yang telah

ditentukan (hasil wawancara dengan Kepala Scksi Pemberdayaan

Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD

Kab.Bulungan pada tanggal 7 Februari 2018).

C.  Variabel Lingkungan

Pertanyaan :

1,  Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi?
Jawaban :

Masyarakat yang berdomisi cukup jauh dari ibukota Kab.Bulungan
yaitu Tanjung Selor terkadang mengandalkan alam untuk
kelangsungan hidup mereka, sebagian besar merecka mempunyai
pekerjaan sebagai petani, tetapi hasil yang diperoleh tidak seberapa
karena masih bercocok tanam secara tradisonal dan yang berprofesi
nelayan apabila berdomisi dipesisir (hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi
Desa DPMD Kab Bulungan pada tanggal 7 Februari 2018).

2.  Bagaimana dukungan publik terhadap kebijakan Program Rastra?

Jawaban :

Tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuka adat sebagai penengah
dan dapat memeberikan masukan pendapat apabila ada permasalahan
permasalahan atau hambatan yang yang dihadapai dalam pelaksanaan
Program Rastra (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan
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Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD
Kab.Bulungan pada tanggal 7 Februari 2018).

Tl

Bagaimana sikap kelompok pemilith (constituency groups) terhadap
Program Rastra?

Jawaban :

Masyarakat yang kontra dan tidak sependapat dengan adanya ketentuan
dan aturan pada program Rasira melakukan intervensi terhadap
pelaksana Program Rastra, dalam hal ini mengenai penerima Rastra
yang dianggap tidak tepat sasaran dan yang juga menginginkan Rastra
agar dimasukkan dalam dafar penerima dan hal ini berpengaruh dar
jumtiah Rastra yang diterima setiap KPM juga mengalam perubahan
yang sudah tidak sesuai keketentuam yang ditetapkan ,menanggapai hal
tersebut pelaksana Program Rastra tidak dapat menerapkan aturan atau
ketentuan yang ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan Rastra,
dengan persctujuan aparat desa ketentuan dan aturan tidak dapat
dilaksanakan, dan menyetujui tuntutan dari kelompok pemilih (hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat
Desa dan Usaha Ekonomi Desa DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 7
Februari 2018).

4. Bagaimana tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan
implementor?

Jawaban :

Anggota Tim Koordinasi Program Rastra Kab.Bulungan berasal dan
OPD terkait dam instansi vertikal terkait dengan Program Rastra.
Anggota tim koordinasi Program Rastra selaku pelaksana Program
Rastra ditetapkan berdasarkan jabatan yang diemban dalam stuktur
organisasi OPD terkait dan instansi terkait, periu komitmen dan untuk
merealisasikan tujuan program Rastra (hasil wawancara dengan Kepala
Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat Desa dan Usaha Eko.nomi
Desa DPMD Kab.Bulungan pada tanggal 7 Februari 2018)
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL : Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Litbang
Kab.Bulungan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward I dan Daniel A Mazmanian & Paul Sabafier).

Menurut Daniel A Mazmanian & Paul Sabatier:

A. Karakteristik Masalah
Pertanyaan :
1.  Bagaimana tingkat kesulitan masalah Program Rastra?

Jawaban :

Program Rastra merupakan salahsatu program untuk penanggulangan
kemiskinan di Kab.Bulungan, permasalahan yang dihadapi dalam
penanganan kemiskinan cukup rumit, salahsatunya adalah
permasalahan data penerima Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab.Bulungan
pada tanggal 30 Januari 2018).

2.  Bagaimana kemajemukan dari kelompok sasaran?

Jawaban :

Kelompok Sasaran dalam hal ini KPM berasal dari suku bangsa dan
agama yang berbeda Penduduk Kab.Bulungan terdiri dari suku asli
yaitu, Bulungan, Tidung dan Dayak serta penduduk pendatang yang
terdiri suku Bugis, Jawa, melayu dan suku lainnya yang tersebar di
Kab.Bulungan. Penduduk suku asli terkadang masih mempertahankan
kebudayaan yang menjadi tradisi yaitu gotong royong dan masih
mempertankan kebisaan-kebiasaan yang sering dilakukan didaerahnya
(hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan
Litbang Kab.Bulungan pada tanggal 30 Januari 2018).

3. Bagaimana proporsi kelompok sasaran terhadap populasi?

Jawaban :
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Program Rastra dilaksanakan di setiap kecamatan di Kab.Bulungan,
terdin dar 10 (sepuluh) kecamatan, Kondisi geografis Kab.Bulungan,
serta lokasi antar kecamatan/desa berjanhan agak mempersulit
pengawasan Program Rastra (hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab.Bulungan pada tanggal 30
Januari 2018),

B. Karakteristik Kebijakan

Pertanyaan :

1.  Seberapa besar alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan
Program Rastra?

Jawaban:

Pemerintah Kab.Bulungan dalam hal im Bappeda dan Litbang
Kab.Bulungan mendukung program nasional yang dicanangkan
Pemerintah Pusat, dalam hal ini untuk pengalokasian dana
pendampingan Program Rastra (hasil wawancara dengan Kepala
Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab.Bulungan pada
tanggal 30 Januari 2018).

2. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai
institusi pelaksana?

Jawaban:

Pemerintah Kab.Bulungan mendukung Program nasional yang dalam
hal ini Program Rastra, keberhasilan program tersebut periu dukungan
dari berbagai pihak, yang dalam hal ini OPD terkait dan instansi
vertikat terkait dengan Program Rastra (hasil wawancara dengan
Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab.Bulungan
pada tanggal 30 Januari 2018).

C. Variabel Lingkungan

Pertanyaan :

Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi?

Jawaban :

Kondisi sosial ekonomi KPM Rastra di Kab.Bulungan dilihat berdasarkan
pekerjaan, pendidikan, dan penghasilannya, Pekerjaan KPM Rastra di
Kab.Bulungan terdiri dari nelayan, petani, buruh di perusahaan perkebunan
serta ada yang bekerja tidak tetap. Untuk pendididkan KPM Rastra adalah
masih rendah. Penghasilan KPM Rastra hanya pas-pasan yang terkadang
tidak mencukupi karena besarnya kebutuhan hidup (hasil wawancara dengan
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Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab.Bulungan pada
tanggal 30 Januari 2018).

2, Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab.Bulungan
terhadap faktor-faktor penghambat dalam hasil implementasi kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan?

Pertanyaan :
Sehubungan dengan faktor-faktor yang memepengaruhi hasil implementasi

implementasi Program Rastra di Kab.Bulungan, apa usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut 7

1. Karaktenistik dari masalah
a. Tmgkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Jawaban :

Program Rastra merupakan salah satu program untuk mendukung misi
Pembangunan Kab.Bulungan mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang
tinggi, maju dan sejahtera di Kab.Bulungan, adapun permasalahan yang
dihadapi terkait dengan dala kemiskinan yang tidak akurat, maka dari perlu
perbaikan-perbaikan terhadap dala penerima Program Rastra agar tepat
sasaran (hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda &
Litbang Kab.Bulungan pada tanggal 22 Februari 2018)

2. Lingkungan Kebijakan
a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi.

Jawaban :

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dilihat dari pekerjaan dan tingkat
pendidikan KPM Rastra yang iasih rendah berpengaruh pada pada
keberhasilan program Rastra, maka dari itu perlu peningkatan kemampuan
KPM dalam meningkatkan pemahaman terhadap program (hasil wawancara
dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda & Litbang Kab.Bulungan
pada tanggal 22 Februari 2018).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL :  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Subdivre Perum BULOG Tarakan

1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C, Edward III dan Daniel A Mazmanian & Paul Sabatier).

Menurut George C.Edward 111
A.  Komunikasi

Pertanyaan :
Bagaimanakah pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Dalam pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Subdivre Perum BULOG Tarakan
menghadiri acara tersebut, sedangkan untuk acara sosialisasi Program Rastra
di Kab.Bulungan yang disclenggarakan oleh  Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab.Bulungan, salahsatu narasumbernya berasal dar
Perum BULOG Subdivre Tarakan (hasil wawancara dengan Kepala Subdivre
Perum BULOG Tarakan pada tanggal 26 Januan 2018).

B. Sumber daya

Pertanyaan :

i. DBagaimana bentuk struktur pelaksana Program Rastra di
Kab.Bulungan?
Jawaban :

Terjadi pergantian pejabat Kasubdivie Perum BULOG Tarakan
sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 tahun pada tahun 2017 yang disebabkan
mutasi dan pejabat memasuki masa pensiun (hasil wawancara dengan
Kepala Subdivre Perum BULOG Tarakan pada tanggal 26 Januari
2018).

o

Sejauhmana wewenang pelaksana Program Rastra dalam implementasi
Program Rastra?

Jawaban :

Perum BULOG Subdivre Tarakan mempunyai wewanang dalam hal
menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok
masyarakat berpendapatan rendah (hasil wawancara dengan Kepala
Subdivre Perum BULOG Tarakan pada tanggal 26 Januari 2018).
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C. Struktur Birokrasi
Pertanyaan :

Bagaimana koordinast antar pelaksana Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Perum BULOG Dubdivre Tarakan selaku peyedia dan pendistribusian beras
dan Gudang BULOG sampai keTitik Distribusi (TD) yang telah disepakati,
akan menyalurkan Rastra setelah berkoordinasi dengan pelaksana Program
Rastra di Kecamatan tentang kesiapan pelaksana Rastra di Kecamatan,
kondisi geografis setempat apakah siap disalurkan atau ditunda
penyalurannya menunggu kondisi geografis dan cuaca yang baik di
Kecamatan (hasil wawancara dengan Kepala Subdivre Perum BULOG
Tarakan pada tanggal 26 Januan 2018).

Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sabatier:

A. Karakteristik Kebijakan

Pertanyaan :
Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan Program Rastra?

Jawaban :

Perum BULOG Subdivre Tarakan selaku penyedia Rastra berkomitmen
menyalurkan Ratra sesuai aturan dan ketentuan, namun hambatan yang
dialami dalam hal ini kualitas Rastra diketemukan kondisi Rastra yang kurang
baik, banyak faktor penyebab kualitas Rastra kurang baik yaitu, terlalu lama
disimpan digudang menunggu kesiapan adminisrasi dan kesiapan di Titik
Distribusi dan pendistribusian Rastra ke beberapa wilayah Kecamatan
mengalami kerusakan yang salah satu penyebabnya terkena air hujan karena
melewati alur sungai yang ditentukan pasang surut air dan faktor cuaca (hasil
wawancara dengan Kepala Subdivre Perum BULOG Tarakan pada tanggal 9
Februan 2018).

B.  Variabel Lingkungan

Pertanyaan :
Bagaimana tingkat komitmen dan ketranpilan dari aparat dan implementor?

Jawaban ;

Perum BULOG Subdivre Tarakan selaku intansi vertikal terkait dengan
Program Rastra Kab Bulungan berkomitmen akan melaksanakan sesuai
aturan dan ketentuan agar tujuan pelaksanaan tercapain namun hal tersebut
tidak akan tercapai tanpa dukungan OPD terkait lainnya dengan Program
Rastra (hasil wawancara dengan Kepala Subdiyre Perum BULOG Tarakan
pada tanggal 9 Februari 2018)
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL :  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Seksi Harga Pasar, Pengadaan dan Pelayanan
Publik Perum BULOG Subdivre Tarakan

1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kahupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward III dan Daniel A. Mazmanian & Paul Sabatier).

Menurut George C.FEdward III:
A.  Sumber daya

Pertanyaan :

Bagaimana bentuk informasi dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan?

Jawaban :

Perum BULOG Subdivre Tarakan selaku penyedia beras sejahtera untuk
KPM Rastra di Kab.Bulungan akan menyalurkan astra sesuai ketentuan di
Petunjuk Teknis Program Rastra Kab.Bulungan (hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Harga Pasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik Perum BULOG
Subdivre Tarakan pada tanggal 26 Januari 2018).

Menurut Daniel A Mazmanian &Paul Sabatier:

A. Karakteristik Kebijakan
Pertanyaan :
Bagaimana kejelasan 1s1 kebyjakan Program Rastra?

Jawaban :

Rastra siap didistribusikan oleh Perum BULOG Subdivre Tarakan setelah
menerima Surat Permintaan Alokasi (SP1 Rastra dari Bupati Bulungan yang
ditujukan kepada Perum BULOG Subdivre Tarakan, selanjutnya Perum
BULQG Subdivre Tarakan akan mendistribusikan Rastra sampai ke TD yang
telah disepakati dan menunggu kesiapan pelaksana Program Rastra
dilapangan dan kondisi alam dan cuaca yang mendukung untuk
pendistribusiannya (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Harga Pasar,
Pengadaan dan Pelayanan Publik Perum BULOG Subdivre Tarakan pada
tanggal 9 Februan 2018).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL : Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Gudang BULOG Tanjung Selor

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward I dan Daniel A Maunanian & Paul Sabatier).

Menurut Daniel A.Mazmanian & Paul Sabatier:

A. Karakteristik Kebijakan
Pertanyaan
1.  Bagaimana kejelasan isi kebijakan Program Rastra?

Jawaban :

Stock Rastra yang akan didistribusikan di Kab.Bulungan tersedia dan
tersimpan di Gudang Bulog Tanjung Selor, terkecuali untuk Rastra
Kecamatan Bunyu, Rastra berasal dari Gudang BULOG Tarakan
karena jarak yang lebih dekat dengan Gudang BULOG Tarakan, (hasil
wawancara dengan Kepala Gudang BULOG Tanjung Selor pada
tanggal 12 Februari 2018),

2. Bagaimana tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan Program
Rastra?

Jawaban :

Perum BULOG Subdivre Tarakan selaku penyedia Rastra mempunyai
gudang BULOG di Tanjung Selor ibukota Kab. Bulungan. Beras Rastra
tersedia di gudang untuk didistribusikan sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan (hasil wawancara dengan Kepala
Gudang BULOG Tanjung Selor pada tangga! 12 Februan 2018).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL :  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kec.Peso Hilir

1. Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Pertanyaan :

1.  Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ?
Jawaban :

Pembagian Rastra yang tidak tepat jumlah karena dibagi rata, hal
tersebut disebabkan karena KPM Rastra sebagai penerima dan yang
tidak menerima mempunyai taraf hidup yang sama, apabila yang
terdaftar sebagai KPM menerima Rastra, hal tersebut akan
menimbulkan kecemburuan sosial dan merasa dibeda-bedakan,
keterlainbatan distribusi Rastra dan terkadang dirapel salah satu
penyebab kulitas beras yang kurang baik, (hastl wawancara dengan
Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir
pada tanggal 24 Januari 2018).

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward 111 dan Daniel A. Mazmanian & Paul Sabatier).

Menurut George C.Edward III:
A, Komunikasi

Pertanyaan :
l.  Bagaimanakah pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Sosialisasi Program Rastra ditaksanakan oleh Tim Koordinasi Program
Rastra Kab.Bulungan di Kantor Kecamatan, Nara sumber berasal dari
Tim Koordinas: Program Rastra Kab.Bulungan. Sosialisasi Program
Rastra dihadin Anggota Tim Koordinasi Program Rastra
Kab.Bulungan yang berasal dari DPMD Kab.Bulungan, Bappeda dan
Litbang Kab.Bulungan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Bulungan,
Perum BULOG Subdivie Tarakan dan kepala Gudang BULOG
Tanjung Selor. Untuk peseria sosialisasi dihadin aparatur kecamatan
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dan desa, Ketua RT, Keluarga Penerima Manfaat Rastra (KPM),
sebagian kecil saja yang menghadiri Sosialisasi Program Rastra,
dikarenakan pekerjaan KPM sebagian besar petani, pekebun dan
lainnya bekerja di Perusahaan Perkebunan, serta kondisi gegrafis dari
desa ke kecamatan yang cukup jauh, salah satu faktor penyebab Tim
Koordinasi Program Rastra Kecamatan tidak melaksanakan Sosialisasi
Program Rastra ditingkat desa.

(hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24
Januari 2018).

2.  Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan
Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Hasil Sosialisast dan penyampaian Juknis Program Rastra
Kab Bulungan, dan Rapat Koordinasi {Rakor) oleh Tim Koeordinasi
Program Rastra Kab.Bulungan, yang disampaikan kepada pada
pelaksana Program Rastra di kecamatan scbagai dasar pelaksanaan
Program Rastra, yang selanjutnya akan disampaikan kepada pelaksana
distribusi di desa (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial
Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kec Peso Hilir pada tanggal 24
Januari 2018)

3. Sejauhmana konsistenst aturan dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban ;

“Aturan pelaksanaan Program Rastra mengalami beberapa perubahan
dalam proses pelaksanaannya, pada saat sosialisasi yang dilaksanakan
di Kec.Peso Hilir di Kab Bulungan disampaikan secara umum,
walaupun pada pelaksanaannya perubahan-perubazhan yanag
disampaikan belum dijelaskan secara terperinci sehinga kurang
dimengertidan karena keterbatasan waktu dan ketidakhadiran perserta
sosialisasi (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24
Januari 2018).

B. Sumber daya

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk struktur pelaksana Program Rastra di Kab.Bulungan

Jawaban :

Terjadi mutasi pejabat struktural pada Kantor Kec.Peso Hilir pada
tahun 2017 dan tidak ada staf pada seksi Sosial Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat yang menangani pclaksaanaan Program Rastra di
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Kecamatan (Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018),

2. Bagaimana bentuk informasi dalam pelaksanaan Program Rastra di
Kab.Bulungan?

Jawaban ;

Petunjuk Teknis (Juknis) Program Rastra Kab.Bulungan scbagai dasar
pelaksanaan Program Rastra bagi pelaksanaan Program Rastra di
Kecamatan/Desa (Kepala Sekst Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan
Rakyat Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).

3.  Fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam Program Rastra di
Kab.Bulungan?
Jawaban :
Kurangnya sarana pendukung alat transportasi dan prasarana listrik
meyebabkan aparat kecamatan kurang maksimal melaksanakan
tugasnya selaku pelaksana di Kecamatan dalam hal administrasi dan
monitoring Program Rastra didesa, sedangkan kurangnya prasarana
gedung khusus penyimpanan beras menyebabkan beras yang belum
didistribusikan ke KPM sedikit mengalami kerusakan, beras Rastra
belum didistribusikan karena KPM tidak berada ditempat dikarenakan
karena sedang bekerja ditempat dan daerah lain (Kepala Seksi Sosial
Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan
pada tanggal 24 Februan 2018).

C. Disposisi

Pertanyaan :
1. Bagaimanakah sikap pelaksana Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Pemerintah Daerah Kecamatan menyikapi sikap Pelaksana kecamatan
dan pelaksana distribusi di desa yang tidak melaksanakan aturan dan
ketentuan yang ditetapkan berpendapat bahwa hal tersebut merupakan
solusi terbaik di dalam menghadapi permasalahan dalam Program
Rastra  (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24
Januari 2018).

2. Bagaimanakah proses perckrutan/pengaturan pelaksana Program
Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Staf/Aparat Kecamatan termasuk anggota Tim Program Rastra
Kab.Bulungan, yang selanjutnya Pemerintah Kecamatan akan
menetapkan SK Camat tentang pelaksana Program Rastra di
Kecamatan, yang selanjutnya kepala Desa akan menetapkan pelaksana
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distribusi Rastra di tingkat desa (hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir
Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).

3. Apakah ada insentif yang diberikan kepada pelaksana Program Rastra
di Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Honorarium/insentif untuk pelaksana distribusi Rastra di desa
dianggarkan oleh Pemerintah Kab.Bulungan pada DPMD
Kab.Bulungan Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).

D. Struktur Birokrasi
Pertanyaan :

1.  Bagaimanakah koordinasi antar pelaksana Program Rastra di
Kab.Bulungan ?

Jawaban :

Rastra yang disalurkan sampai ke Titik Distribusi (TD) selanjutnya
akan disampaikan oleh pelaksana Rastra di Kecamatan sampai ke Titik
Bagi (TB) ( hasil wawancara dengan Kepala Scksi Sosial Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24
Januari 2018).

Menurut Daniel A. Mazmanian & Paul Sabatier:
A.  Karakteristik Kebijakan

Pertanyaan :

Bagaimanakah kejelasan is1 kebijakan Program Program Rastra?

Jawaban :

Juknis Program Rastra Kab.Bulungan yang disusun Pemerintah
Kab.Bulungan disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan sebagai dasar
pelaksanaan Program Rastra (hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sosial
Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada
tanggal 24 Jabuari 2018).

B. Variabel Lingkungan

Pertanyaan :
1.  Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi?
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Jawaban :

Kondisi masyarakat di Kec.Peso Hilir sebagian besar berprofesi sebagai
petani yang masih bercosok tanam secara tradisonal, hasil pertanian
selain dikonsumsi sendiri juga ada yang dijual, profesi lainnya adalah
buruh di perusahaan perkebunan (Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat Kec Peso Hilir Kab Bulungan pada tanggal 13
Februari 2018 ).

2.  Bagaimana sikap dari kelompok pemilih terhadap Program Rastra?

Jawaban :

Untuk KPM Rastra di Kec.Peso Hilir ada beberapa desa yang membagi
rata Rastra kepada semua warga, hal tersebut dilakukan untuk
menghindari kecemburuan sosial karena data KPM yang tidak tepat
sasaran, yang masuk dalam daftar KPM dan yang tidak masuk daftar
KPM tingkat kesejahteraan sama dan malah ada yang dibawah tingkat
kesjahteraannya, agar tidak merasa dibeda-bedakan dan juga tingkat
pemahaman yang masih kurang dan tingkat pendidikan yang masih
rendah, sehingga para pelaksana tidak melaksanakan sesuai ketentuan
dan aturan (Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 13 Februari 2018).

3. Bapaimana tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan
implementor?

Jawaban :

Koordinasi antar pelaksana Program Rastra Kab.Bulungan sebagai
interaks! antar berbagai instansi dan OPD terkait mempunyai peran
yang penting, namun koordinasi yang dilaksanakan dengan
mengumpulkan seluruh instansi dan OPD terkait dirasakan masih
kurang karena hanya dilaksnakan 1 kali dalam 1 lahun (Kepala Seksi
Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat KecPeso Hilir
Kab.Bulungan pada tanggal 13 Februari 2018).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL : Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

INFORMAN : Aparat Desa Long Tungu Kec.Peso Hilir

1.  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward II dan Daniel A Mazmanian & Paul Sabatier).

Menurut George C.Edward IHI:

A. Komunikasi

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra di
Kab.Bulungan ?
Jawaban :

Telah dilaksanakan Sosialisasi Program Rastra tabun 2017 dan hadir
diacara Sosialisasi Program Rastra di Kecamatan

(hasil wawancara dengan aparat desa Long Tungu Kec.Peso Hilir
Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).

2. DBagaimanakah cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan
Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban:

Informasi untuk pelaksanaan Program Rastra setiap tahunnya
disampatkan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pelaksana
Program Rastra di Kecamatan (hasil wawancara dengan aparat desa
Long Tungu Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januar
2018).
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

JUDUL :  Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi
kebijakan Program Rastra di Kab. Bulungan Proviesi
Kalimantan Utara :

INFORMAN : KPM Program Rastra Kec. Peso Hilir Kab.Bulungan

1. Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Rastra di Kabupaten
Bulungan ?
Jawaban :

Kami menerima Rastra tidak setiap bulannya, biasanya untuk beberapa
bulan sekaligus, dan terkadang kualitas beras yang kami terima kurang
baik (hasil wawancara dengan KPM Kec, Peso Hilir pada tanggal 24
Januari 2018).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi Kebijakan
Program Rastra di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
(George C. Edward Il dan Daniel A.Mazmanian & Paul Sabatier).

Menurut George C.Edward I1I:

A. Komunikasi

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Sosialisasi Program Rastra di
Kab.Bulungan ?
Jawaban :

Sosialisasi Rastra yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, saya tidak
datang, karena saya lagi dikebun/ladang vyang lumayan jauh (hasil
wawancara dengan KPM Program Rastra Kec.Peso Hilir
Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januari 2018).

2. Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan
Program Rastra di Kab.Bulungan ?

Jawaban:

Biasanya apabila ada bantuan Rastra diumumkan juga pada hart minggu
di gereja, masyarakat pada hari minggu tidak keladang/kebun karena
waktunya ibadah. (hasil wawancara dengan KPM Program Rastra
Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal 24 Januarni 2018).
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Menurut Danjel A Mazmanian & Paul Sabatier:
B. Variabel Lingkungan

Pertanyaan ;

Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan
teknologi?

Jawaban :

Pekerjaan kami petani, pekebun, karena lahan kami jauh dari tempat tinggal,
biasanya 1 minggu di kebun/ladang baru kembali ke rumah di desa, karena
BBM mabhal apabila bolak-balik rumah ke kebun/ladang setiap harinya. (hasil
wawancara KPM Program Rastra Kec.Peso Hilir Kab.Bulungan pada tanggal
24 Januan 2018).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	123_Page_41
	123_Page_42
	123_Page_43
	123_Page_44
	123_Page_45
	123_Page_46
	123_Page_47
	123_Page_48
	123_Page_49
	123_Page_50
	123_Page_51
	123_Page_52
	123_Page_53
	123_Page_54
	123_Page_55
	123_Page_56
	456



